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OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN ...
TENTANG
PENAWARAN ASET KEUANGAN DIGITAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
		

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mendukung perkembangan sektor jasa keuangan dan melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur aset keuangan digital dan aset kripto;
b.	bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, kegiatan penawaran aset keuangan digital termasuk aset kripto dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);


MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN ASET KEUANGAN DIGITAL 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya Aset Kripto. 
2. Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup Aset Kripto Terdukung (backed crypto-asset) dan Aset Kripto Tidak Terdukung (unbacked crypto-asset). 
3. Aset Ditokenisasi adalah Aset Keuangan Digital yang merepresentasikan aset dalam bentuk digital melalui tokenisasi.
4. Aset Kripto Terdukung adalah Aset Kripto yang nilainya didukung aset tertentu.
5. Aset Kripto Tidak Terdukung adalah Aset Kripto yang nilainya tidak didukung oleh aset tertentu.
6. Penawaran Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut Penawaran adalah kegiatan  penawaran yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual aset keuangan digital yang diterbitkannya kepada masyarakat.
7. Tokenisasi adalah proses menciptakan representasi digital atas suatu aset keuangan dengan teknologi buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis lainnya. 
8. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Aset Keuangan Digital untuk dilakukan Penawaran.
9. Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Bursa adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.
10. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian adalah  badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Aset Keuangan Digital.
11. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Pengelola Tempat Penyimpanan adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital.
12. Pedagang Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut sebagai Pedagang adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi konsumen.
13. Pengelola Penyimpanan Aset adalah pihak yang memberikan jasa penyimpanan dan pencatatan kepemilikan atas aset yang terkait dengan Aset Keuangan Digital. 
14. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang.
15. Penyelenggara Penawaran Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penawaran adalah Penerbit, Pedagang, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pengelola Penyimpanan Aset, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menyelenggarakan atau mendukung pelaksanaan Penawaran. 
16. Pasar Aset Keuangan Digital adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan Aset Keuangan Digital, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital. 
17. Aset Cadangan adalah kumpulan aset yang dikelola untuk memastikan stabilitas nilai Aset Kripto Terdukung (backed crypto-asset). 
18. Auditor Kontrak Pintar adalah pihak yang melakukan audit terhadap standar dan keamanan dari kontrak pintar (smart contract).
19. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.



BAB II
PRINSIP DAN KRITERIA UMUM PENAWARAN ASET KEUANGAN DIGITAL 

Bagian Kesatu
Prinsip Penawaran Aset Keuangan Digital

Pasal 2
(1) Penawaran Aset Keuangan Digital dilakukan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien.  
(2) Dalam melakukan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Penawaran harus menerapkan:  
a. prinsip tata kelola yang baik; 
b. manajemen risiko;  
c. integritas pasar;  
d. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;  
e. pelindungan Konsumen; 
f. pencegahan tindak pidana pencucian uang,  pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal;  
g. pelindungan data pribadi; dan  
h. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria Umum Penawaran Aset Keuangan Digital

Pasal 3
Aset Keuangan Digital yang dapat ditawarkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria:
a. diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau ditawarkan dengan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau teknologi lainnya; 
b. bukan aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh lembaga jasa keuangan;  
c. tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
d. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

Pasal 4
(1) Setiap Penawaran di Pasar Aset Keuangan Digital dilakukan terhadap Aset Keuangan Digital yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal ....
(2) Aset Keuangan Digital yang ditawarkan di Pasar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pada Aset Keuangan Digital dengan karakteristik: 
a. efek sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait pasar modal; 
b. diterbitkan oleh bank sentral; 
e. tidak dapat ditransaksikan dan dipindahtangankan antar Konsumen; 
f. diperdagangkan hanya untuk mengakses fasilitas tertentu yang disediakan oleh Penerbit (closed loop); 
g. bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan dengan Aset Keuangan Digital lain; 
h. ditawarkan secara cuma-cuma; 
i. secara otomatis dibuat sebagai imbalan atas pemeliharaan buku besar terdistribusi atau validasi transaksi; dan/atau  
j. kriteria lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. 
(3) Penawaran terhadap Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
a. dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia; dan
b. ditawarkan melalui media massa atau kepada lebih dari 100 pihak,
merupakan Penawaran yang ditawarkan secara publik.
(4) Penawaran yang ditawarkan secara publik sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.


BAB III
KLASIFIKASI DAN PERSYARATAN ASET KEUANGAN DIGITAL YANG DILAKUKAN PENAWARAN DI PASAR ASET KEUANGAN DIGITAL

Bagian Kesatu
Klasifikasi Aset Keuangan Digital

Pasal 5
(1) Aset Keuangan Digital yang ditawarkan pada Pasar Aset Keuangan Digital terdiri dari: 
a. Aset Ditokenisasi; dan 
b. Aset Kripto. 
(2) Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Aset Kripto Terdukung; dan
b. Aset Kripto Tidak Terdukung.
(3) Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. Aset Kripto Terdukung mata uang; dan 
b. Aset Kripto Terdukung lainnya. 


Bagian Kedua
Persyaratan Kegiatan Penawaran Aset Keuangan Digital 

Paragraf 1
Persyaratan Kegiatan Usaha Penawaran Aset Ditokenisasi

Pasal 6
(1) Kegiatan usaha Penawaran Aset Ditokenisasi secara publik yang dilakukan dengan:
a. nilai kegiatan usaha Penawaran paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan setelah Penerbit mendapat izin usaha   dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. nilai kegiatan usaha Penawaran kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan setelah Penerbit menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal Penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Penerbit harus mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Penerbit akan melakukan Penawaran Aset Ditokenisasi  tertentu secara publik setelah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penerbit harus mendapatkan persetujuan Penawaran terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.


Pasal 7
(1) Persyaratan aset yang dilakukan Tokenisasi: 
a. berbentuk aset atau hak manfaat atas suatu aset dan/atau aset tidak berwujud atau hak lainnya,  selain dari aset keuangan digital itu sendiri ataupun aset lain yang tersedia hanya dalam bentuk digital;
b. menghasilkan manfaat ekonomis yang dapat didistribusikan kepada Konsumen; 
c. secara hukum sah berada di bawah penguasaan, pengendalian, dan kepemilikan Penerbit;
d. bukan merupakan obyek sengketa; dan
e. bukan merupakan obyek jaminan, sita, dan/atau hak tanggungan lainnya.
(2) Aset yang dilakukan Tokenisasi dilarang berupa:
a. derivatif dari aset keuangan; dan 
b. Aset Kripto. 


Paragraf 2
Kriteria Aset Kripto Terdukung

Pasal 8
(1) Kegiatan usaha Penawaran Aset Kripto Terdukung secara publik yang dilakukan dengan:
a. nilai kegiatan usaha Penawaran paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan setelah Penerbit mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. nilai kegiatan usaha Penawaran kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan setelah Penerbit menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal Penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Penerbit harus mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Penerbit akan melakukan Penawaran Aset Kripo terdukung tertentu secara publik setelah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penerbit harus mendapatkan persetujuan Penawaran terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.


Pasal 9
(1) Nilai Aset Kripto Terdukung dapat mengacu pada:
a. satu atau lebih mata uang;
b. satu atau lebih aset yang memiliki nilai ekonomi; atau
c. kombinasi dari satu atau lebih mata uang dan satu atau lebih aset yang memiliki nilai ekonomi,
guna mempertahankan nilai dari Aset Kripto tersebut.
(2) Persyaratan mata uang yang mendukung nilai Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf a dan huruf c:
a. dikendalikan atau diterbitkan oleh:
1) bank sentral;
2) entitas yang menjalankan fungsi sebagai bank sentral;
3) pemerintah pada suatu yurisdiksi; atau
4) badan usaha yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan penerbitan mata uang,
dari suatu negara yang tidak dikenai sanksi sesuai dengan peraturan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
b. diterima sebagai mata uang dalam yurisdiksi tertentu.
(3) Persyaratan aset lain yang mendukung nilai Aset Kripto Terdukung lainnya sebagaimana dimaksud pada  ayat … huruf b dan huruf c: 
a. memiliki nilai yang stabil;
b. diperdagangkan secara aktif di suatu bursa atau pasar yang data dan informasinya dapat diakses melalui media massa atau situs web;
c. bersifat likuid atau dapat dilikuidasi setiap saat;
d. dapat didistribusikan kepada Konsumen; dan
e. memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Penerbitan Aset Kripto Terdukung mata uang dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang khusus mengatur mengenai penerbitan dan/atau penawaran aset keuangan digital di yurisdiksi mata uang yang mendukung nilai Aset Kripto tersebut.


Paragraf 3
Kriteria Aset Kripto Tidak Terdukung

Pasal 11
Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung secara publik yang dilakukan dengan nilai paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penawarannya dilakukan secara satu kali atau beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12
Setiap Aset Kripto Tidak Terdukung yang ditawarkan secara publik dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bursa.


BAB IV
PERSYARATAN PENYELENGGARA PENAWARAN 

Bagian Kesatu
Penyelenggara Penawaran Aset Keuangan Digital

Pasal 13
(1) Kegiatan penyelenggaraan Penawaran dilakukan oleh: 
a. Penerbit; 
b. Pedagang;  
c. Bursa; 
d. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;  
e. Pengelola Tempat Penyimpanan; 
f. Pengelola Penyimpanan Aset; dan
g. pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
(2) Badan hukum Penyelenggara Penawaran Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas.
(3) Penerbit Aset Ditokenisasi dan Penerbit Aset Kripto Terdukung melakukan kegiatan Penawaran setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Pedagang, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pengelola Penyimpanan Aset mendukung kegiatan Penawaran setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.


Bagian Kedua
Ketentuan Penerbit

Paragraf 1
Penerbit Aset Ditokenisasi

Pasal 14
(1) Penerbit yang melakukan Penawaran Aset Ditokenisasi secara publik harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki Direksi dengan mayoritas anggota direksi berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
b. memiliki direktur utama yang berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
c. memiliki fungsi yang berkaitan dengan Penawaran Aset Ditokenisasi, paling sedikit:
1) fungsi pelayanan dan pengaduan Konsumen;
2) fungsi penerbitan Aset Ditokenisasi; 
3) fungsi pengelolaan aset; dan
4) fungsi penanganan pemenuhan manfaat dan pembelian kembali Aset Ditokenisasi.
d. memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur paling sedikit meliputi:
1) penawaran Aset Ditokenisasi;
2) pelayanan dan pengaduan Konsumen;
3) pemenuhan manfaat Konsumen dan pembelian kembali terkait Aset Ditokenisasi yang diterbitkan; dan
4) tata kelola teknologi informasi dan keamanan siber;
e. memiliki dokumen informasi atas setiap Aset Ditokenisasi yang diterbitkan;
f. memiliki rencana kelangsungan bisnis;
g. memiliki perjanjian kerjasama dengan Pedagang untuk melakukan Penawaran;
h. memiliki dokumen hasil  due diligence oleh Pedagang;
i. memiliki perjanjian kerjasama dengan Pengelola Penyimpanan Aset untuk menyimpan aset yang dilakukan Tokenisasi; dan
j. memiliki pegawai dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan/atau memiliki sertifikasi, yang mendukung kegiatan terkait Penawaran.
(2) Dokumen informasi terkait Aset Ditokenisasi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat … huruf f mencakup informasi, paling sedikit: 
a. keterangan tentang Aset Ditokenisasi yang paling sedikit memuat:
1) nama Aset Kripto Ditokenisasi;
2) deskripsi mengenai Aset Kripto Ditokenisasi yang ditawarkan;
3) total suplai Aset Ditokenisasi yang ditawarkan;
4) harga Penawaran;
5) total nilai Penawaran; 
6) jaringan buku besar terdistribusi yang digunakan; dan
7) alamat kontrak pintar (contract address).
b. keterangan mengenai Penerbit yang paling sedikit mencakup:
1) nama Penerbit;
2) nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
3) nama dan jabatan tim yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, penawaran, dan/atau pemasaran Aset Kripto Ditokenisasi; dan
4) alamat, nomor telepon, surat elektronik, situs web, dan media sosial Penerbit.
c. keterangan tentang Pengelola Penyimpan Aset yang melakukan penyimpanan aset paling sedikit meliputi:
1) nama Pengelola Penyimpan Aset;
2) nama anggota Direksi dan anggota Komisaris Pengelola Penyimpan Aset; dan
3) nama dan jabatan penanggung jawab yang bertanggung jawab dalam menyimpan Aset Cadangan Aset Kripto Terdukung (jika ada).
d. keterangan tentang aset yang mendasari Aset Ditokenisasi paling sedikit meliputi:
1) nama aset;
2) bukti kepemilikan aset; dan
3) total nilai aset berdasarkan harga pasar atau penilaian Kantor Jasa Penilai Publik bagi aset yang tidak memiliki harga pasar wajar.
e. informasi mengenai risiko dari Aset Ditokenisasi;
f. informasi mengenai hasil audit aset dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
g. informasi mengenai harga acuan dari aset yang mendasari Aset Ditokenisasi;
h. informasi mengenai hasil penilaian aset oleh penilai terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal aset tidak memiliki harga pasar wajar yang berlaku;
i. penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Aset Ditokenisasi;
j. syarat dan ketentuan yang berlaku atas  kepemilikan Aset Ditokenisasi;
k. harga penawaran Aset Ditokenisasi;
l. suplai Aset Ditokenisasi yang diterbitkan;
m. informasi mengenai teknologi dasar yang digunakan untuk menerbitkan Aset Ditokenisasi; 
n. informasi mengenai pengelolaan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomis bagi Konsumen Aset Ditokenisasi;
o. unit pecahan antara aset dan Aset Ditokenisasi yang ditawarkan;
p. mekanisme distribusi hak dan/atau manfaat kepada Konsumen; 
q. mekanisme pembelian kembali, termasuk cara penghitungan nilai pembelian kembali Aset Ditokenisasi;
r. mekanisme penghentian Penawaran, perdagangan Aset Ditokenisasi, dan/atau likuidasi aset yang dilakukan Tokenisasi; 
s. rencana penggunaan hasil atau imbalan dari penerbitan Aset Ditokenisasi oleh Penerbit;
t. keterangan yang menyatakan bahwa Aset Ditokenisasi telah menjalani audit kontrak pintar secara independen, termasuk tanggal pelaksanaan audit terakhir;
u. penjelasan mengenai biaya yang ditanggung Konsumen terkait dengan Aset Ditokenisasi; 
v. mekanisme pemantauan transaksi, termasuk tindakan yang dilakukan guna mencegah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
w. pertimbangan hukum atau regulasi yang berlaku terhadap kepemilikan, penyimpanan, transfer, atau penggunaan lain dari Aset Ditokenisasi;
x. pernyataan bahwa  Aset Ditokenisasi merupakan investasi berisiko tinggi; dan
y. informasi lain terkait Aset Ditokenisasi.


Paragraf 2
Penerbit Aset Kripto Terdukung

Pasal 15
(1) Penerbit yang melakukan Penawaran Aset Kripto Terdukung secara publik harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki Direksi dengan mayoritas anggota Direksi berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
b. memiliki direktur utama yang berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
c. memiliki fungsi yang berkaitan dengan Penawaran Aset Kripto Terdukung dalam struktur organisasi paling sedikit meliputi: 
1) fungsi pelayanan dan pengaduan Konsumen;
2) fungsi penerbitan Aset Keuangan Terdukung;
3) fungsi pengelolaan Aset Cadangan; dan
4) fungsi penanganan pembelian kembali Aset Kripto Terdukung.
d. memiliki kebijakan dan prosedur terkait: 
2) kegiatan Penawaran Aset Kripto Terdukung;
3) mekanisme stabilisasi nilai Aset Kripto Terdukung;
4) pelayanan dan pengaduan Konsumen;
5) pemenuhan hak Konsumen terkait Aset Kripto Terdukung, termasuk penanganan pembelian kembali; dan
6) tata kelola teknologi informasi dan keamanan siber,
e. memiliki dokumen informasi terkait setiap Aset Kripto Terdukung yang dilakukan Penawaran secara publik;
f. memiliki perjanjian kerjasama dengan Pengelola Penyimpanan Aset untuk menyimpan Aset Cadangan;
g. memiliki rencana kelangsungan bisnis;
h. memiliki dokumen hasil due diligence oleh Pedagang;
i. memiliki kerjasama dengan Pedagang untuk melakukan Penawaran; dan
j. memiliki pegawai dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan/atau memiliki sertifikasi, yang mendukung kegiatan terkait Penawaran.
(2) Dokumen informasi terkait Aset Kripto Terdukung yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya mencakup:  
a. keterangan tentang Aset Kripto Terdukung yang paling sedikit memuat:
1) nama Aset Kripto Terdukung;
2) deskripsi mengenai Aset Kripto Terdukung yang ditawarkan;
3) total suplai Aset Kripto Terdukung yang ditawarkan;
4) harga Penawaran;
5) total nilai Penawaran; 
6) jaringan buku besar terdistribusi yang digunakan; dan
7) alamat kontrak pintar (contract address),
b. keterangan mengenai Penerbit yang paling sedikit mencakup:
1) nama Penerbit;
2) nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
3) nama dan jabatan tim yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, penawaran, dan/atau pemasaran Aset Kripto Terdukung; dan
4) alamat, nomor telepon, surat elektronik, Situs Web, dan media sosial Penerbit,
b. keterangan tentang Pengelola Penyimpan Aset yang melakukan penyimpanan Aset Cadangan paling sedikit meliputi:
1) nama Pengelola Penyimpan Aset;
2) nama anggota Direksi dan anggota Komisaris Pengelola Penyimpan Aset;
3) nama dan jabatan penanggung jawab yang bertanggung jawab dalam menyimpan Aset Cadangan Aset Kripto Terdukung (jika ada);
4) alamat, nomor telepon, surat elektronik, situs web, dan media sosial Pengelola Penyimpan Aset;
c. keterangan tentang aset yang menjadi acuan Aset Kripto Terdukung paling sedikit memuat:
1) nama mata uang atau aset lain yang menjadi acuan;
2) sumber informasi pasar mata uang atau aset yang menjadi acuan harga Aset Kripto Terdukung;
d. informasi terkait Aset Cadangan yang mendukung nilai Aset Kripto Terdukung;
e. penilaian risiko terhadap Aset Kripto Terdukung, termasuk dengan rencana mitigasi risiko;
f. penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Aset Kripto Terdukung; 
g. syarat dan ketentuan yang berlaku atas kepemilikan Aset Kripto Terdukung; 
f. informasi mengenai teknologi dasar yang digunakan dalam penerbitan Aset Kripto Terdukung; 
g. mekanisme distribusi hak dan/atau manfaat kepada Konsumen; 
h. mekanisme penghentian Penawaran dan perdagangan Aset Kripto Terdukung;
i. keterangan yang menyatakan bahwa Aset Kripto Terdukung telah menjalani audit kontrak pintar secara independen, termasuk tanggal pelaksanaan audit terakhir; 
j. penjelasan mengenai biaya yang ditanggung Konsumen terkait dengan Aset Kripto Terdukung;
k. tata cara dan ketentuan pembelian kembali Aset Kripto Terdukung yang paling sedikit meliputi:
1) pengajuan pembelian kembali oleh Konsumen;
2) keterangan bentuk penyelesaian pembelian kembali berupa dana (rupiah) atau aset lain;
3) perhitungan nilai penyelesaian pembelian kembali kepada Konsumen;
4) jangka waktu penyelesaian pembelian kembali oleh Penerbit kepada Konsumen;
l. pertimbangan hukum atau regulasi yang berlaku terhadap kepemilikan, penyimpanan, transfer, atau penggunaan lain dari Aset Kripto Terdukung; dan
m. mekanisme pemantauan transaksi, termasuk tindakan yang dilakukan guna mencegah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
(3) Informasi terkait Aset Cadangan yang mendukung nilai Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup paling sedikit: 
a. jenis dan komposisi aset cadangan;
b. metodologi penilaian nilai Aset Cadangan;
c. kriteria dalam mengidentifikasi aset cadangan;
d. pengaturan penyimpanan atas aset cadangan, termasuk namun tidak terbatas pada Pengelola Penyimpanan Aset terlibat;
e. penjelasan mengenai pemeliharaan Aset Cadangan;
f. rencana mitigasi risiko terkait pengelolaan Aset Cadangan; 
g. konsekuensi dari penciptaan atau pembelian kembali Aset Kripto Terdukung terhadap peningkatan dan penurunan aset cadangan;
h. dalam hal jenis dan komposisi mata uang yang mendukung Aset Kripto Terdukung dapat berubah, diberikan penambahan informasi terkait potensi perubahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut;dan
i. informasi lain terkait Aset Kripto Terdukung mata uang.
 Paragraf 3
Penerbit Aset Kripto Tidak Terdukung

Pasal 16
(1) Penerbit Aset Kripto Tidak Terdukung secara publik harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki Direksi dengan mayoritas anggota Direksi berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
b. memiliki direktur utama yang berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
c. memiliki dokumen informasi terkait Aset Kripto Terdukung yang diterbitkan;
d. memiliki rencana kelangsungan bisnis;
e. memiliki perjanjian kerjasama dengan Pedagang untuk melakukan Penawaran; dan
f. telah dilakukan due diligence oleh Pedagang.
(2) Dokumen informasi terkait Aset Kripto Tidak Terdukung yang diterbitkan sekurang-kurangnya mencakup:
a. keterangan tentang Aset Kripto Tidak Terdukung yang paling sedikit memuat:
1) nama Aset Kripto Tidak Terdukung;
2) deskripsi mengenai Aset Kripto Tidak Terdukung yang ditawarkan;
3) total suplai Aset Keuangan tidak terdukung yang ditawarkan;
4) harga Penawaran;
5) total nilai Penawaran; 
6) jaringan buku besar terdistribusi yang digunakan (jika ada); dan
7) alamat kontrak pintar (contract address), jika ada.
b. keterangan mengenai Penerbit yang paling sedikit mencakup:
1) nama Penerbit;
2) nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
3) nama dan jabatan tim yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, penawaran, dan/atau pemasaran Aset Kripto Tidak Terdukung; dan
4) alamat, nomor telepon, surat elektronik, Situs Web, dan media sosial Penerbit.
c. penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Aset Kripto Tidak Terdukung; 
d. penggunaan yang direncanakan atas hasil atau imbalan yang diterima oleh Penerbit dari penerbitan Aset Kripto Tidak Terdukung; 
e. penjelasan mengenai struktur penerbitan Aset Kripto Tidak Terdukung; 
f. syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kepemilikan Aset Kripto Tidak Terdukung; 
g. informasi mengenai seluruh teknologi dasar yang digunakan dalam Penerbitan dan Penawaran;  
h. keterangan yang menyatakan bahwa Aset Kripto Tidak Terdukung telah menjalani audit kontrak pintar independent termasuk tanggal pelaksanaan audit terakhir; 
i. deskripsi tata cara penentuan nilai Aset Kripto Tidak Terdukung oleh Penerbit; 
j. penjelasan mengenai biaya yang terkait dengan Aset Kripto Tidak Terdukung; 
k. pertimbangan hukum atau regulasi yang berlaku terhadap kepemilikan, penyimpanan, transfer, atau penggunaan lain dari Aset Kripto Tidak Terdukung;
l. alamat kontrak pintar untuk penerbitan Aset Kripto Tidak Terdukung;
m. timeline pengembangan (roadmap); 
n. Alokasi atas suplai Aset Kripto Terdukung selain yang dilakukan Penawaran secara Publik (jika ada);
o. periode pembagian Aset Kripto Tidak Terdukung kepada Konsumen dan Pihak lain (vesting) (jika ada); dan
p. mekanisme pemantauan transaksi, termasuk tindakan yang dilakukan guna mencegah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

 Paragraf 4
Perjanjian Kerjasama Penawaran dan Pengelolaan Penyimpanan Aset 

Pasal 17
(1) Perjanjian kerja sama dengan Pedagang untuk melakukan Penawaran sebagaimana dimakud pada Pasal ... ayat ... huruf ..., Pasal ... ayat ... huruf ..., dan Pasal ... ayat ... huruf ... paling sedikit mencakup:
a. identitas para pihak; 
b. penunjukan Pedagang untuk mendukung Penawaran;
c. hak dan kewajiban Penerbit dan Pedagang; 
d. keterangan mengenai Aset Keuangan Digital yang dilakukan Penawaran;
e. penyampaian data Konsumen AKD dari Pedagang kepada Penerbit dalam rangka pembelian kembali dan distribusi hak dan/atau manfaat;
f. imbal jasa Pedagang; dan
g. jangka waktu Penawaran.
(2) Pelaksanaan kerjasama Penawaran antara Penerbit dan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil due diligence Pedagang terhadap Aset Keuangan Digital.
(3) Dalam melakukan due diligence sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang melakukan  melakukan kegiatan antara lain:
a. melakukan verifikasi terhadap bisnis Penerbit untuk memastikan bahwa Penerbit tidak terlibat dalam praktik bisnis yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. verifikasi pihak utama Penerbit:
c. menilai kesiapan dari manajemen termasuk Pihak Utama Penerbit;
d. melakukan analisis terhadap Aset Keuangan Digital termasuk hak-hak yang melekat pada Aset Keuangan Digital tersebut; 
e. menilai kepatuhan Penerbit terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memastikan informasi terkait Aset Keuangan Digital yang akan disampaikan kepada Konsumen sesuai dan tidak menyesatkan;
g. menilai penerapan tata kelola Penerbit, termasuk kualifikasi tim Penerbit, risiko hukum, dan penerapan program anti TPPU, TPPT, dan PPSPM; 
h. memastikan Aset Keuangan Digital disimpan dan dicatatkan secara terpisah dari aset milik Penerbit; dan
i. memastikan Penerbit memiliki kebijakan dan prosedur terkait penyimpanan dan pengamanan Aset Keuangan Digital, dengan pengamanan yang baik, melalui pemisahan media atau sarana.
(4) Pedagang harus menuangkan hasil due diligence sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada dokumen hasil due diligence yang dibubuhkan tanda tangan oleh anggota Direksi Pedagang.
                                  Pasal 18
(1) Perjanjian kerjasama dengan Pengelola Penyimpanan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat (...)  paling sedikit mencakup:
a. identitas para pihak; 
b. penunjukan Pengelola Penyimpanan Aset;
c. hak dan kewajiban Penerbit dan Pengelola Penyimpanan Aset; 
d. tujuan pengelolaan aset;
e. keterangan mengenai:
1. aset yang dilakukan Tokenisasi bagi Aset Ditokenisasi; atau 
2. Aset Cadangan  bagi Aset Kripto Terdukung,
yang dikelola oleh Pengelola Penyimpanan Aset;
c. hak Konsumen; 
d. alokasi biaya yang menjadi beban Penerbit, Pengelola Penyimpan Aset, dan Konsumen; 
e. tata cara penyimpanan dan pengadministrasi aset; 
f. tata cara pencatatan kepemilikan aset yang direkonsiliasi dengan kepemilikan Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung pada buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis lainnya; 
g. tata cara likuidasi aset; 
h. imbal jasa Pengelola Penyimpanan Aset; 
h. tata cara pembagian hak dan/atau manfaat aset kepada Konsumen Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung; dan
i. jangka waktu pengelolaan aset.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pedagang, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dan Pengelola Tempat Penyimpanan

Pasal 19
(1) Pedagang, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang menyelenggarakan Penawaran secara publik harus memenuhi persyaratan kelembagaan dan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebelum mendukung kegiatan Penawaran.
(2) Selain memenuhi persyaratan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Pedagang dan Bursa yang mendukung kegiatan Penawaran secara publik harus memenuhi persyaratan:
a. bagi Bursa:
1. memiliki fungsi khusus yang menangani persetujuan Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung secara publik; dan
2. memiliki pedoman  persetujuan Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung secara publik yang tercantum dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
b.  bagi Pedagang:
1. memiliki fungsi khusus yang menangani Penawaran; 
2. memiliki sistem elektronik untuk melakukan Penawaran; 
3. memiliki perjanjian kerjasama dengan Penerbit; dan 
4. memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan Penawaran.
c. bagi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian:
1. memiliki kebijakan dan prosedur terkait penyelesaian  terkait Penawaran Aset Keuangan Digital; dan
2. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian terkait penyelesaian transaksi Penawaran Aset Keuangan Digital yang dilakukan oleh Anggota Kliring.
d. bagi Pengelola Tempat Penyimpanan: memiliki kebijakan dan prosedur terkait penyimpanan atas Penawaran Aset Keuangan Digital secara publik. 
  


Bagian Ketiga
Ketentuan Pengelola Penyimpanan Aset

Pasal 20
(1) Pengelola Penyimpanan Aset merupakan: 
a. Lembaga Jasa Keuangan; atau 
b. pihak lainnya, 
yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 
(2) Pengelola Penyimpanan Aset harus memenuhi persyaratan: 
a. memiliki struktur organisasi khusus yang menangani penyimpanan aset yang dilakukan Tokenisasi atau Aset Cadangan dari Aset Kripto Terdukung;
b. memiliki pegawai yang bersertifikasi terkait keamanan sistem informasi;
c. memiliki tempat penyimpanan aset yang aman dengan prosedur keamanan berstandar internasional;
d. memiliki sistem pencatatan dan pelaporan terkait penyimpanan aset yang dilakukan Tokenisasi;
e. memiliki kebijakan dan prosedur terkait penyimpanan, verifikasi aset, pencatatan, pelaporan, dan mekanisme distribusi pendapatan dari aset yang dilakukan Tokenisasi kepada Konsumen; 
f. memiliki mekanisme pemisahan dan/atau manfaat ekonomis dari aset yang ditokenisasi atau Aset Cadangan, dari kekayaan Pengelola Penyimpanan Aset; 
g. memiliki rencana kelangsungan bisnis; dan
h. memiliki kerjasama dengan Penerbit Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung.



BAB V
PERIZINAN PENAWARAN ASET KEUANGAN DIGITAL


Bagian Kesatu
Perizinan Usaha Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung

Paragraf 1
Tata Cara Perizinan

Pasal 21
(1) Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung dilakukan setelah Penerbit mendapat  perizinan usaha  Penawaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Permohonan perizinan usaha Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Permohonan untuk memperoleh perizinan usaha Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung diajukan secara tertulis oleh anggota Direksi Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan persyaratan dokumen tercantum dalam Lampiran pada Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Permohonan perizinan usaha Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22
(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan usaha yang diajukan oleh Penerbit terhadap Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud Pasal … ayat (2) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:  
a. penelitian dan analisis terhadap dokumen permohonan;  
b. penelitian kesiapan operasional termasuk sistem teknologi informasi yang digunakan; dan  
c. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.  
(3) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada Penerbit.
(4) Penyampaian dokumen dan/atau informasi  tambahan oleh Penerbit atau Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal Penerbit atau Pedagang tidak menyampaikan dokumen pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan persetujuan Aset Keuangan Digital yang diajukan oleh Penerbit atau Pedagang.

Bagian Ketiga
Persetujuan Penawaran Aset Keuangan Digital

Paragraf 1
Persetujuan Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung Lanjutan

Pasal 23
Dalam hal Penerbit Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung akan melakukan Penawaran atas Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung baru setelah mendapatkan izin usaha sebagai Penerbit Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung, Penerbit harus mengajukan persetujuan Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung atas setiap Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung baru tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum dilakukannya Penawaran.

Pasal 24
(1) Permohonan persetujuan Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada Pasal … disampaikan oleh Direksi Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung diajukan secara tertulis oleh anggota Direksi Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan persyaratan dokumen tercantum dalam Lampiran pada Bagian N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Permohonan persetujuan Aset Keuangan Digital yang ditawarkan di Pasar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.  

Pasal 25
(1) Permohonan persetujuan Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung disampaikan oleh Direksi Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan yang diajukan oleh Penerbit atau Pedagang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
(3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (…), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian dan analisis terhadap dokumen permohonan; 
b. penelitian kesiapan operasional termasuk sistem teknologi informasi yang digunakan; dan 
c. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Penyampaian dokumen dan/atau informasi tambahan oleh Penerbit atau Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (…) kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal Penerbit atau Pedagang tidak menyampaikan dokumen pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (…), Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan persetujuan Aset Keuangan Digital yang diajukan oleh Penerbit atau Pedagang.


Paragraf 2
Persetujuan Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung

Pasal 26
(1) Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bursa. 
(2) Permohonan persetujuan Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung diajukan oleh Pedagang kepada Bursa. 
(3) Dalam memberikan persetujuan Penawaran, Bursa wajib melakukan analisis terhadap permohonan persetujuan Penawaran yang diajukan Pedagang. 
(4) Dalam melakukan analisis terhadap permohonan persetujuan Penawaran, Bursa wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan pelindungan Konsumen dengan mengacu pada pedoman persetujuan Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung.  
(5) Bursa wajib menyusun pedoman persetujuan Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung yang dicantumkan dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

Pasal 27
Persetujuan atau penolakan Penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung oleh Bursa dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan Penawaran diajukan oleh Pedagang.


BAB VI
PEMBERITAHUAN PENAWARAN ASET DITOKENISASI DAN ASET KRIPTO TERDUKUNG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberitahuan Penawaran

Pasal 28
(1) Penerbit Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung yang melakukan Penawaran dengan nilai kegiatan usaha Penawaran kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... huruf a dan Pasal ... ayat ... huruf a harus menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penerbit Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran x.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Penerbit yang melakukan pemberitahuan Penawaran Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Penawaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.


Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 29
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat …. dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus; 
d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.


BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARA PENAWARAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyelenggara Penawaran

Paragraf 1
Kewajiban Penerbit Aset Ditokenisasi

Pasal 30
(1) Penerbit yang melakukan Penawaran Aset Ditokenisasi wajib setiap saat memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat (..) setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penerbit Aset Ditokenisasi wajib: 
a. memiliki dan/atau menguasai aset keuangan yang akan dilakukan Tokenisasi sebelum melakukan Penawaran;  
b. melakukan penilaian terhadap aset keuangan menggunakan penilai terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal aset keuangan tidak memiliki harga pasar wajar yang berlaku;
c. memastikan total nilai Aset Ditokenisasi yang diterbitkan sama dengan hasil penilaian aset keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;  
d. memisahkan pembukuan dan pencatatan aset keuangan dari kekayaan Penerbit; dan 
e. melakukan audit terhadap aset keuangan yang ditokenisasi dengan menggunakan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
(3) Audit secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e   dilakukan terhadap paling sedikit:
a. keberadaan aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi pada Pengelola Penyimpanan Aset; dan
b. keseimbangan total nilai Aset Ditokenisasi yang akan diterbitkan dengan nilai aset keuangan berdasarkan harga pasar wajar atau penilaian penilai terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Dalam hal aset keuangan tidak memiliki nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib melakukan penilaian terhadap aset keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Penerbit Aset Ditokenisasi wajib melakukan audit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan menggunakan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.


Paragraf 2
Kewajiban Penerbit Aset Kripto Terdukung

Pasal 31
(1) Penerbit yang melakukan Penawaran Aset Keuangan Kripto terdukung wajib setiap saat memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat (..) setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penerbit Aset Kripto Terdukung wajib:
a. memastikan dan menjaga stabilitas nilai Aset Kripto yang diterbitkan terhadap nilai aset yang mendukung nilai Aset Kripto tersebut; 
b. melakukan audit terhadap Aset Cadangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan menggunakan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

Pasal 32
(1) Dalam memastikan dan menjaga nilai Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penerbit wajib mengelola dan mempertahankan Aset Cadangan dengan nilai paling sedikit 100% dari nilai Aset Kripto Terdukung dengan memastikan:
a. setiap peningkatan jumlah Aset Kripto Terdukung yang beredar selalu diimbangi oleh peningkatan Aset Cadangan dalam jumlah yang sama; dan
b. setiap penurunan jumlah Aset Kripto Terdukung yang beredar selalu diimbangi oleh penurunan Aset Cadangan dalam jumlah yang sama.
(2) Penerbit Aset Kripto Terdukung wajib memastikan bahwa setiap peningkatan atau penurunan dalam Aset Cadangan dikelola secara bertanggung jawab guna menghindari dampak negatif terhadap pasar yang berkaitan dengan Aset Cadangan tersebut.
(3) Aset Cadangan yang dapat mendukung nilai Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. mata uang yang menjadi acuan bagi Aset Kripto Terdukung mata uang;
b. aset yang menjadi acuan bagi Aset Kripto Terdukung lainnya;
c. uang tunai atau setara kas selain mata uang yang menjadi acuan bagi Aset Kripto Terdukung; dan/atau
d. instrumen keuangan lain yang bersifat likuid.
(1) Dalam hal Penerbit Aset Kripto Terdukung menggunakan instrumen keuangan yang bersifat likuid sebagai Aset Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Penerbit wajib memperhatikan:
a. risiko; dan
b. kecepatan likuidasi,
dari instrumen keuangan tersebut.

Pasal 33
(1) Penerbit Aset Kripto Terdukung wajib mengelola Aset Cadangan melalui cara: 
a. menyimpan Aset Cadangan hanya pada Pengelola Penyimpan Aset Keuangan;
b. melakukan pemisahan pencatatan Aset Cadangan dari kekayaan Penerbit Aset Kripto Terdukung;
c. memastikan bahwa Aset Cadangan disimpan sesuai dengan pengaturan di Pengelola Tempat Penyimpanan Aset;
d. menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Aset Cadangan dapat diakses dan dikonversi ke dalam mata uang referensi atau aset yang menjadi acuan setiap saat secara cepat, guna memproses dan menyelesaikan permintaan pembelian kembali dari Konsumen; dan
e. melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengevaluasi kesesuaian komposisi Aset Cadangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Penerbit Aset Kripto Terdukung wajib memastikan: 
a. Aset Cadangan tersebut dipisahkan secara hukum dan terpisah dari aset Penerbit dan tidak menjadi bagian dari kekayaan Penerbit;
b. dapat memenuhi permintaan pembelian kembali,  termasuk, namun tidak terbatas pada memastikan bahwa Aset Cadangan tersebut tidak dikenakan gadai, beban, hak pemotongan atau tuntutan balik; dan
c. tidak akan tunduk pada tuntutan dari kreditur Penerbit, penyimpan Aset Cadangan, atau pihak ketiga mana pun, dalam hal Penerbit mengalami kepailitan.

Pasal 34
(1) Penerbit Aset Kripto Terdukung wajib melaporkan hasil  audit terhadap Aset Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal … huruf  b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal acuan penilaian hasil audit.
(2) Penerbit Aset Kripto Terdukung wajib memublikasikan hasil audit terhadap Aset Cadangan kepada masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyampaian hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan penundaan pelaksanaan publikasi hasil audit terhadap Aset Cadangan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan mempertimbangkan:
a. aspek pelindungan Konsumen;
b. dampak terhadap sistem keuangan; dan
c. pertimbangan lain berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.


Paragraf 3
Kewajiban Penerbit Aset Kripto Tidak Terdukung

Pasal 35
(1) Penerbit yang melakukan Penawaran Aset Keuangan Kripto tidak terdukung wajib setiap saat memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat (..) setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penerbit Aset Kripto Tidak Terdukung wajib:
a. bertindak secara jujur, adil, dan profesional;
b. berkomunikasi dengan Konsumen secara jelas, adil, dan tidak menyesatkan;
c. mengidentifikasi, mencegah, mengelola, dan mengungkapkan setiap benturan kepentingan yang mungkin timbul; dan
d. menjaga keamanan seluruh sistem dan protokol akses yang digunakan pada Penerbitan Aset Kripto Tidak Terdukung.

Paragraf 4
Kewajiban Bursa

Pasal 36
(1) Bursa wajib mencantumkan:
a. Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang telah mendapat perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. Aset Kripto Tidak Terdukung yang telah mendapat persetujuan dari Bursa,
pada Daftar Aset Keuangan Digital yang dilakukan oleh Bursa.
(2) Bursa wajib mencantumkan Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Daftar Aset Keuangan Digital paling lama 7 (tujuh) hari sejak perintah pencantuman Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung dari Otoritas Jasa Keuangan.


Paragraf 5
Kewajiban Pedagang

Pasal 37
Dalam rangka mendukung Penawaran pada sistem perdagangan Pedagang, Pedagang wajib: 
a. memastikan sistem perdagangan memenuhi persyaratan sistem sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan
b. memastikan sistem perdagangan memiliki fitur yang mampu mengakomodir seluruh kegiatan dalam Penawaran.

Paragraf 6
Kewajiban Pengelola Penyimpanan Aset

Pasal 38
(1) Pengelola Penyimpanan Aset wajib setiap saat memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat (..) setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pengelola Penyimpanan Aset wajib:
a. melaksanakan penitipan dan penyimpanan aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi atau Aset Cadangan;
b. menyerahkan dan menerima aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi atau Aset Cadangan;
c. melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah Penerbit yang berkaitan dengan Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung;
d. melaksanakan pembukuan atas aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi atau Aset Cadangan dari Aset Kripto Terdukung;
e. memisahkan aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi dan Aset Cadangan dari aset keuangan Pengelola Penyimpanan Aset dan/atau kekayaan lain dari nasabah Pengelola Penyimpanan Aset;
f. melaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Penerbit melakukan kegiatan yang dapat merugikan Konsumen paling lama (1) hari sejak kegiatan tersebut;
g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi atau Aset Cadangan.

Bagian Kedua
Larangan Penyelenggara Penawaran

Pasal 39
Penerbit Aset Ditokenisasi dilarang: 
a. mengalihkan aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi dan/atau Aset Ditokenisasi kepada pihak lain; dan
b. menahan setiap manfaat dari Aset Ditokenisasi yang merupakan hak Konsumen Aset Ditokenisasi.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 40
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat …. dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus; 
d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.


BAB VIII
KERJASAMA PENAWARAN


Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kerjasama Penawaran

Pasal 41
(1) Penawaran Aset Keuangan Digital oleh Penerbit dilakukan melalui sistem perdagangan milik Pedagang.
(2) Dalam mendukung Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang wajib memiliki kerjasama dengan Penerbit. 
(3) Perjanjian kerjasama dengan Penerbit sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku efektif sejak persetujuan penawaran oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa.
(4) Pelaksanaan kerjasama Penawaran antara Pedagang dan Penerbit wajib dilakukan berdasarkan hasil due diligence Pedagang terhadap Aset Keuangan Digital yang akan ditawarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal ...  ayat ....
(5) Pedagang wajib melakukan  due diligence  dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab.
(6) Dalam hal Pedagang melakukan Penawaran atas Aset Keuangan Digital yang diterbitkan oleh Penerbit yang terafiliasi, Pedagang wajib:
a. mengungkapkan kepada publik hubungan afiliasi antara Pedagang dan Penerbit; dan
b. melaksanakan Penawaran secara adil dan transparan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 42
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
a.    peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus; 
d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IX
MEKANISME PENAWARAN

Bagian Pertama
Ketentuan Umum Mekanisme Penawaran

Paragraf 1 
Penerimaan Konsumen

Pasal 43
Pedagang wajib melakukan penerimaan calon Konsumen berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Paragraf 2 
Metode Penawaran

Pasal 44
(1) Pelaksanaan Penawaran dapat dilakukan secara:
a. tunggal; atau
b. berkelanjutan/secara terus-menerus.
(2) Pelaksanaan Penawaran  tunggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Penawaran:
a. Aset Ditokenisasi;
b. Aset Kripto Terdukung; dan
c. Aset Kripto Tidak Terdukung.
(3) Pelaksanaan Penawaran secara berkelanjutan/secara terus-menerus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan terhadap Penawaran:
a. Aset Ditokenisasi; dan
b. Aset Kripto Terdukung.
(4) Masa Penawaran tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja.
(5) Pelaksanaan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapatkan:
a. perizinan Otoritas Jasa Keuangan bagi Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada Pasal … atau Pasal …; atau
b. persetujuan Bursa bagi Aset Kripto Tidak Terdukung sebagaimana dimaksud pada Pasal ….


Bagian Kedua
Penawaran Tunggal

Paragraf 1 
Tahapan Penawaran Tunggal

Pasal 45
Tahapan Penawaran yang dilakukan tunggal terdiri dari:
a. pengumuman Penawaran;
b. pemesanan; 
c. pengalokasian; dan
d. penyelesaian pemesanan Aset Keuangan Digital yang ditawarkan.

Paragraf 2 
Pengumuman Penawaran

Pasal 46
(1) Penerbit wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran atas setiap Aset Keuangan Digital yang ditawarkan secara tunggal melalui Pedagang.
(2) Pengumuman Penawaran sebagaimana dimaksud ayat … dilakukan melalui:
a. sistem perdagangan Pedagang; dan
b. platform resmi Penerbit.
(3) Dalam melakukan pengumuman Penawaran, Pedagang dan Penerbit wajib menyediakan informasi awal terkait Aset Keuangan Digital yang ditawarkan.
(4) Informasi awal terkait Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat … meliputi paling sedikit:
a. informasi terkait Penerbit;
b. waktu Penawaran;
c. harga Penawaran;
d. suplai Aset Keuangan Digital;
e. periode penawaran;
f. mekanisme penawaran; 
g. syarat dan ketentuan Penawaran; dan
h. informasi lain terkait Aset Keuangan Digital yang akan ditawarkan.
(5) Dalam hal Penawaran dilakukan terhadap Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung, Penerbit dan Pedagang wajib memastikan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan informasi yang disampaikan pada dokumen informasi  terkait Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat (1) yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Pedagang dan Penerbit wajib memastikan informasi yang disampaikan saat pengumuman Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat ... benar dan tidak menyesatkan.

Pasal 47
Pedagang wajib melakukan pengumuman Penawaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Penawaran.


Pasal 48
Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Penawaran, Penerbit wajib melakukan pengumuman penundaan Penawaran atau pembatalan Penawaran paling lambat pada hari yang sama saat dilakukannya Penawaran.

Paragraf 3
Pemesanan Aset Keuangan Digital

Pasal 49
(1) Pemesanan Aset Keuangan Digital dilakukan melalui kegiatan:
a. penyampaian dokumen informasi Aset Keuangan Digital yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat …; dan
b. pemberian fasilitas bagi Konsumen untuk melakukan pemesanan Aset Keuangan Digital yang ditawarkan oleh Penerbit.
(2) Pada tahapan pemesanan, Pedagang wajib:
a. menyediakan dokumen informasi terkait Aset Keuangan Digital secara lengkap yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat … huruf a;
b. menyediakan fasilitas pemesanan bagi Konsumen sesuai dengan jangka waktu Penawaran yang ditetapkan dalam dokumen informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ...;
c. mengumumkan hasil pemesanan Aset Keuangan Digital paling lambat 1 (satu)  hari kerja sejak tanggal akhir Penawaran pada sistem perdagangan Pedagang; dan
d. memberikan hak untuk Konsumen untuk melakukan pembatalan pemesanan Aset Keuangan Digital dalam jangka waktu Penawaran.
(3) Pengumuman hasil pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit mencakup:
a. jumlah Aset Keuangan Digital yang dibeli oleh Konsumen; 
b. total dana hasil Penawaran Aset Keuangan Digital; dan
c. pencapaian target penawaran sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen informasi Aset Keuangan Digital.

Pasal 50
(1) Setiap Konsumen hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui sistem perdagangan milik Pedagang.
(2) Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah Aset Keuangan Digital yang dipesan.
(3) Pedagang wajib menyampaikan pesanan Aset Keuangan Digital Konsumen kepada Penerbit.
(4) Konsumen melakukan penempatan dana dalam bentuk mata uang rupiah untuk melakukan pemesanan Aset Keuangan Digital.
(5) Pedagang wajib memastikan kecukupan dana Konsumen pada saat pemesanan Aset Keuangan Digital.
(6) Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia.
(7) Ketentuan lebih lanjut terkait penyediaan dana dan verifikasi ketersediaan dana atas pemesanan Aset Keuangan Digital ditetapkan dalam Tata Cara Perdagangan Pedagang.

Paragraf 4
Pengalokasian

Pasal 51
(1) Pedagang wajib melakukan alokasi terhadap pemesanan Aset Keuangan Digital Konsumen.
(2) Alokasi pesanan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat … dilakukan secara adil dan transparan.

Paragraf 5
Penyelesaian Pemesanan

Pasal 52
(1) Penyelesaian pemesanan Aset Keuangan Digital dilakukan dengan:
a. distribusi Aset Keuangan Digital sesuai dengan hasil alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ... Ayat...; dan
b. distribusi dana hasil penawaran kepada Penerbit.
(2) Penerbit wajib menyerahkan Aset Keuangan Digital yang diterbitkan kepada Pedagang untuk dilakukan pendistribusian kepada Konsumen.
(3) Pedagang wajib mendistribusikan Aset Keuangan Digital hasil alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat… kepada Konsumen.
(4) Dalam hal Aset Keuangan Digital hasil alokasi milik Konsumen disimpan oleh Pedagang, Pedagang wajib menempatkan Aset Keuangan Digital dimaksud pada Pengelola Tempat Penyimpanan.

Bagian Ketiga
Penawaran Berkelanjutan

Paragraf 1 
Tahapan Penawaran Berkelanjutan

Pasal 53
Tahapan Penawaran yang dilakukan berkelanjutan/secara terus-menerus terdiri dari:
a. pengumuman Penawaran;
b. penjualan;dan
c. penyelesaian penjualan Aset Keuangan Digital yang ditawarkan.

Paragraf 2 
Pengumuman Penawaran

Pasal 54
(1) Penerbit wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran atas setiap Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung yang ditawarkan secara terus menerus melalui Pedagang.
(2) Pengumuman Penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
a. sistem perdagangan Pedagang; dan
b. platform resmi Penerbit.
(3) Dalam melakukan pengumuman Penawaran, Pedagang dan Penerbit wajib menyediakan informasi awal terkait Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung yang ditawarkan.
(4) Informasi awal terkait Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi paling sedikit:
a. informasi terkait Penerbit;
b. waktu Penawaran;
c. harga Penawaran;
d. suplai Aset Keuangan Digital;
e. periode penawaran;
f. mekanisme penawaran; 
g. syarat dan ketentuan Penawaran; dan
h. informasi lain terkait Aset Keuangan Digital yang akan ditawarkan.
(5) Dalam hal Penawaran dilakukan terhadap Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung, Penerbit dan Pedagang wajib memastikan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan informasi yang disampaikan pada dokumen informasi  terkait Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat (1) yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Pedagang dan Penerbit wajib memastikan informasi yang disampaikan saat pengumuman Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat ... benar dan tidak menyesatkan.

Pasal 55
Pedagang wajib melakukan pengumuman Penawaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Penawaran.


Pasal 56
Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Penawaran, Penerbit wajib melakukan pengumuman penundaan Penawaran atau pembatalan Penawaran paling lambat pada hari yang sama saat dilakukannya Penawaran.

Paragraf 3 
Penjualan

Pasal 57
(1) Penjualan Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung dilakukan melalui kegiatan:
a. penyampaian dokumen informasi Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat …; dan
b. pemberian fasilitas bagi Konsumen untuk melakukan pembelian Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang ditawarkan oleh Penerbit.
(2) Pada tahapan penjualan Aset Keuangan Digital, Penerbit wajib:
a. menyediakan dokumen informasi Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang terkini;
b. menetapkan harga penjualan dalam mata uang rupiah, dengan ketentuan:
1. bagi Aset Ditokenisasi sesuai dengan harga pasar wajar aset keuangan yang ditokenisasi pada akhir hari kerja sebelumnya atau yang terkini; dan
2. bagi Aset Kripto Terdukung sesuai dengan harga pasar wajar aset yang menjadi acuan pada akhir hari kerja sebelumnya atau yang terkini.
(3) Dalam hal aset tidak memiliki harga pasar wajar, Penerbit menetapkan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 58
Pada tahapan penjualan, Pedagang wajib:
a. menyediakan dokumen informasi terkait Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung secara lengkap yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat … huruf a;
b. menyediakan fasilitas pembelian Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung bagi Konsumen; dan
c. mengumumkan progress hasil penjualan Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung secara berkala pada sistem perdagangan Pedagang.

Paragraf 4 
Penyelesaian Penjualan

Pasal 59
(1) Penyelesaian penjualan Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung dilakukan dengan:
a. distribusi Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung kepada Konsumen; dan
b. distribusi dana hasil penawaran kepada Penerbit.
(2) Penerbit wajib menyerahkan Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung yang diterbitkan kepada Pedagang untuk dilakukan pendistribusian kepada Konsumen.
(3) Pedagang wajib mendistribusikan Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung hasil alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat… kepada Konsumen.
(4) Dalam hal Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung hasil alokasi milik Konsumen disimpan oleh Pedagang, Pedagang wajib menempatkan Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung dimaksud pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
(5) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melakukan distribusi dana hasil penawaran kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat … huruf b setelah distribusi Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung kepada Konsumen telah selesai dilakukan oleh Pedagang.
(6) Penerbit wajib mempublikasikan posisi suplai sirkulasi Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung paling lambat 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Keempat
Penyimpanan Aset Keuangan

Pasal 60
Penerbit Aset Ditokenisasi wajib menyimpan aset keuangan dengan atas nama Penerbit pada Pengelola Penyimpan Aset Keuangan yang tidak terafiliasi dengan Penerbit kecuali hubungan atas kepemilikan pemerintah Indonesia.

Pasal 61
(1) Dalam melakukan penyimpanan Aset Ditokenisasi, Pengelola Penyimpan Aset Keuangan wajib melakukan tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyimpanan aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi dengan aman; 
b. memastikan aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi yang disimpan secara aman dan memiliki kepastian hukum, termasuk tidak dalam sengketa dan tidak menjadi objek jaminan, sita atau hak tanggungan lainnya; 
c. memastikan bahwa total nilai Aset Ditokenisasi yang dilaporkan oleh Penerbit sama dengan nilai aset keuangan yang disimpannya;
d. membuat laporan terkait aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi;  
e. memastikan setiap hak Konsumen dan/atau manfaat ekonomis dari aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi didistribusikan kepada Konsumen Aset Ditokenisasi; dan 
f. memastikan kepastian hukum atas aset keuangan dan hak dan/atau manfaat atas aset keuangan untuk kepentingan Konsumen Aset Ditokenisasi. 
(2) Pengelola Penyimpanan Aset bertanggung jawab atas aset keuangan yang disimpannya.
(3) Pengelola Penyimpanan Aset wajib memastikan pemisahan antara aset keuangan yang berkaitan Aset Keuangan yang dilakukan Tokenisasi dan harta milik Pengelola Penyimpanan Aset, termasuk dalam pembukuan dan pencatatan Pengelola Penyimpanan Aset.
(4) Penerbit wajib mendapatkan persetujuan dari Pengelola Penyimpan Aset Keuangan atas setiap penerbitan Aset Ditokenisasi.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Audit

Pasal 62
(1) Penerbit Aset Keuangan Digital wajib melakukan audit terhadap:
a. laporan keuangan tahunan Penerbit; dan 
b. kontrak pintar yang digunakan oleh Penerbit dalam kegiatan Penawaran.
(2) Pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan tahunan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan:
a. standar audit yang berlaku;
b. independensi auditor;
c. pengendalian internal; dan
d. transaksi dengan pihak terafiliasi.
(3) Pelaksanaan audit terhadap kontrak pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh auditor kontrak pintar yang tidak terafiliasi dengan Penerbit.

Pasal 63
Penerbit wajib: 
a. memublikasikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat … kepada masyarakat  paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan audit; dan
b. melaporkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan audit.

BAB X
PASKA PENAWARAN 


Bagian Kesatu
Perdagangan Aset Keuangan Digital 

Pasal 64
(1) Pelaksanaan perdagangan Aset Keuangan Digital setelah dilaksanakannya Penawaran dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
(2) Dalam hal pelaksanaan pembelian kembali dan distribusi hak dan/atau manfaat kepada Konsumen Aset Keuangan Digital, Pedagang yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital yang ditawarkan oleh Penerbit wajib menyampaikan data Konsumen Aset Keuangan Digital kepada Penerbit yang memuat:
a. nama;
b. nomor induk kependudukan; dan
c. nomor rekening Bank Konsumen.
(3) Dalam melakukan penyampaian data Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ..., Pedagang wajib mendapatkan persetujuan dari Konsumen. 

Bagian Kedua
Pembelian Kembali

Pasal 65
(1) Penerbit Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung wajib memiliki fasilitas pembelian kembali atas Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang dijual oleh Konsumen.
(2) Pembelian kembali Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang dijual oleh Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang diterbitkan oleh Penerbit.
(3) Penerbit wajib memastikan seluruh Konsumen Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung memiliki hak yang sama untuk melakukan pembelian kembali.
(4) Penerbit wajib melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem perdagangan milik Pedagang.
(5) Pengelola Penyimpanan Aset wajib memastikan aset atau dana hasil pembelian kembali diserahkan kepada Konsumen.
(6) Dalam hal mendukung penyampaian aset atau dana sebagaimana dimaksud pada ayat..., Penerbit wajib memastikan penyampaian aset atau dana ditujukan kepada Konsumen yang memiliki Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung.

Pasal 66
(1) Penerbit wajib memiliki dan menerapkan kebijakan pembelian kembali sebagaimana tercantum pada dokumen informasi Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada proses pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal … ayat ....
(2) Kebijakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. tata cara pengajuan pembelian kembali oleh Konsumen;
b. distribusi aset keuangan atau dana fiat dalam rangka penyelesaian pembelian kembali;
c. batas waktu penyelesaian pembelian kembali oleh Penerbit kepada Konsumen; dan
d. keadaan darurat yang menyebabkan Penerbit menolak pengajuan pembelian kembali dari Konsumen.

Pasal 67
(1) Aset yang didistribusikan dalam rangka penyelesaian pembelian kembali untuk:
a. Aset Ditokenisasi berupa:
1. aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi; dan/atau
2. dana fiat hasil likuidasi aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi;
b. Aset Kripto Terdukung berupa:
1. mata uang acuan bagi Aset Kripto Terdukung mata uang;
2. aset yang menjadi acuan bagi Aset Kripto Terdukung lainnya; dan/atau
3. aset selain mata uang sebagaimana dimaksud angka 1) atau aset acuan sebagaimana dimaksud angka 2) yang termasuk dalam aset cadangan dengan persetujuan Konsumen.
(2) Penyelesaian atas pembelian kembali dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perintah pembelian kembali diterima oleh Penerbit. 
(3) Dalam hal penyelesaian pembelian kembali Aset Ditokenisasi berupa penyerahan aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi, Penerbit wajib melakukan penyelesaian dimaksud paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak perintah pembelian kembali diterima oleh Penerbit. 
(4) Pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ... dilaksanakan bersamaan dengan menghapus kepemilikan Konsumen pada Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung pada buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis lainnya yang digunakan oleh Penerbit.
(5) Dalam hal pembelian kembali memerlukan penjualan seluruh aset keuangan, Penerbit wajib melaksanakan mekanisme pembelian kembali yang adil bagi seluruh Konsumen Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung.


Pasal 68
(1) Penerbit Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung dapat menolak pembelian kembali apabila terjadi hal sebagai berikut:
a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. keadaan darurat;
c. perdagangan atas sebagian aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi dan Aset Cadangan dari Aset Kripto Terdukung dihentikan; atau
d. hal lain yang ditetapkan dalam dokumen informasi Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung.
(2) Penolakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ... dilakukan setelah Penerbit melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditembuskan kepada Pengelola Penyimpanan Aset.
(3) Penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan penolakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penolakan.
(4) Penerbit wajib memberitahukan kepada Konsumen pada media resmi apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ... paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal perintah pembelian kembali diterima Penerbit.

Bagian Ketiga
Distribusi Hak dan/atau Manfaat dari Aset Keuangan Digital yang ditawarkan oleh Penerbit kepada Konsumen

Pasal 69
(1) Penerbit Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung wajib memastikan Pengelola Penyimpanan Aset melakukan penyelesaian distribusi hak dan/atau manfaat kepada Konsumen sebagaimana tercantum dalam dokumen informasi.
(2) Pengelola Penyimpan Aset Keuangan wajib melakukan distribusi hak dan/atau manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Konsumen yang memiliki Aset Keuangan Digital.


Bagian Keempat
Penghentian dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital

Pasal  70
(1) Mekanisme penghentian dan penyelesaian perdagangan Aset Keuangan Digital dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital.
(2) Selain mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang dapat meminta Penerbit Aset Ditokenisasi atau Penerbit Aset Kripto Terdukung untuk melakukan pembelian kembali atas Aset Ditokenisasi atau Aset Kripto Terdukung yang diterbitkan.
(3) Penerbit Aset Ditokenisasi dan Penerbit Aset Kripto Terdukung wajib melaksanakan pembelian kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ...

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 71
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat … dikenakan sanksi administratif berupa:
a.    peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus; 
d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XI
BENTURAN KEPENTINGAN DAN LARANGAN PENYALAHGUNAAN PASAR

Bagian Kesatu
Larangan Penyalahgunaan Pasar

Pasal 72
(1) Dalam kegiatan Penawaran, setiap pihak dilarang terlibat dalam perilaku penyalahgunaan pasar yang terkait dengan Penawaran Aset Keuangan Digital. 
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, atau pegawai dari Penerbit, Pedagang, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pengelola Penyimpanan Aset;  
b. pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit, Pedagang, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pengelola Penyimpanan Aset; dan  
c. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Penawaran.
(3) Penyelenggara Penawaran wajib melakukan pencegahan, pemantauan, dan tindakan yang diperlukan terhadap perilaku penyalahgunaan pasar yang terkait dengan Penawaran Aset Keuangan Digital.
(4) Penyelenggara Penawaran wajib memiliki kebijakan, prosedur, dan sistem dalam rangka melakukan pencegahan, pemantauan, dan tindakan yang diperlukan terhadap perilaku penyalahgunaan pasar yang terkait dengan perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(5) Penyelenggara Penawaran wajib melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan pasar yang terjadi dalam penyelenggaraan penawaran Aset Keuangan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui laporan insidental.  

Bagian Kedua
Benturan Kepentingan

Pasal 73

(1) Penyelenggaran Penawaran wajib memiliki dan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan. 
(2) Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. definisi benturan kepentingan;			 
b. identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan. 
c. prosedur atau mekanisme penanganan benturan kepentingan;  
d. pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan; 	
e. mekanisme pengungkapan secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan; dan  
f. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan. 
(3) Dalam hal Penerbit memiliki benturan kepentingan dengan Pedagang, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan/atau Pengelola Penyimpanan Aset, Penerbit dan Pedagang wajib melakukan pengungkapan benturan kepentingan tersebut kepada Konsumen. 

BAB XII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Penyelenggara Penawaran Aset Keuangan Digital

Pasal 74
(1) Pihak yang melakukan kegiatan Penawaran menyampaikan:  
a. laporan kegiatan Penawaran;
b. laporan berkala; dan  
c. laporan insidental,  
terkait Penawaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta laporan lain selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 


Pasal 75
(1) Pihak yang melakukan kegiatan Penawaran wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar.  
(2) Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Pasal 76
(1) Pihak yang melakukan kegiatan Penawaran wajib melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.  
(2) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan kegiatan Penawaran menyampaikan laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal.

Bagian Kedua
Laporan Kegiatan Penawaran

Pasal 77
(1) Pedagang yang mendukung pelaksanaan Penawaran Tunggal wajib menyampaikan laporan kegiatan Penawaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf a yang terdiri dari:
a. laporan hasil pelaksanaan Penawaran;
b. laporan distribusi Aset Keuangan Digital kepada Konsumen; dan
c. laporan distribusi dana hasil Penawaran kepada Penerbit,
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penawaran selesai dilaksanakan.  
(2) Pelaksanaan penyampaian laporan kegiatan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan format pada Lampiran II Bagian A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.


Bagian Ketiga
Laporan Berkala

Paragraf 1 
Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala

Pasal 78
(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... huruf b terdiri atas:
a. laporan bulanan; dan
b. laporan tahunan,
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ... wajib dilaksanakan dengan waktu penyampaian:
a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir; dan
b. laporan tahunan sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya.
(3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja pertama berikutnya.

Paragraf 2
Laporan Bulanan

Pasal 79
(1) Penerbit Aset Ditokenisasi wajib menyampaikan laporan bulanan, yang terdiri dari:
a. laporan pengelolaan aset keuangan; 
b. laporan kesesuaian antara nilai aset keuangan dan Aset Ditokenisasi; dan
c. laporan pembelian kembali Aset Ditokenisasi.
(2) Penerbit Aset Kripto Terdukung wajib menyampaikan laporan yang terdiri dari:
a. laporan pengelolaan Aset Cadangan; dan
b. laporan pembelian kembali Aset Kripto Terdukung.
(3) Pedagang wajib menyampaikan laporan yang terdiri dari:
a. laporan penjualan Aset Keuangan Digital oleh Penerbit;
b. laporan distribusi Aset Keuangan Digital kepada Konsumen; dan
c. laporan distribusi dana hasil Penawaran kepada Penerbit.
(4) Pengelola Penyimpan Aset Keuangan wajib menyampaikan laporan bulanan berupa laporan penyimpanan aset keuangan.
(5) Pelaksanaan penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) , dan ayat (4) dilakukan berdasarkan format pada Lampiran II Bagian B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini .

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 80
(1) Penerbit Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung menyampaikan laporan tahunan berupa laporan keuangan tahunan.
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akutansi yang berlaku di Indonesia dan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 81
(1) Pedagang menyampaikan laporan tahunan sebagaimana berupa laporan aktivitas setiap Penerbit Aset Kripto Tidak Terdukung.
(2) Pelaksanaan penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan format pada Lampiran II Bagian C yang tidak terpisahkan dari  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat
Laporan Insidental

Pasal 82
(1) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat (1) huruf c wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya insiden.
(2) [bookmark: _Hlk181798327]Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang menyampaikan laporan insidental setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu penyampaian tersebut berakhir, dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
(3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja pertama berikutnya.
(4) [bookmark: _Hlk181798343]Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak menyampaikan laporan.


Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 83
(1) Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dikenai sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. denda administratif; 
d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(2) Penyelenggara Penawaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan.
(3) Penyelenggara Penawaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan.
(4) [bookmark: _Hlk181799496]Penyelenggara Penawaran yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …,  dikenai denda administratif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap laporan. 
(5) [bookmark: _Hlk181799520]Penyelenggara Penawaran yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dikenai denda administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap laporan.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Penyelenggara Penawaran yang belum menyampaikan laporan dimaksud.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 84
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Penawaran Aset Keuangan Digital. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara:  
a. langsung; dan/atau  
b. tidak langsung.  
(3) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal …  ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan secara:  
a. berkala; dan 
b. sewaktu-waktu.
(4) Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:  
a. penyelenggaraan perdagangan; 
b. tata kelola; dan 
c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang menyelenggarakan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat (…) wajib memberikan:  
a. keterangan dan data; 
b. pembukuan; 
c. dokumen; 
d. akses terhadap sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan/atau  
e. hal lain yang diperlukan,  
sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.  
(6) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal …  ayat (…) huruf b dilakukan melalui:  
a. penelitian; 
b. analisis; dan  
c. evaluasi, 
atas laporan, data, dan informasi dari pihak yang melakukan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat (1). 
BAB XIV
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 85
(1) Penyelenggara Penawaran menerapkan prinsip pelindungan data pribadi.  
(2) Penerapan prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto. 

BAB XV
PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pengungkapan Dokumen Informasi Aset Keuangan Digital yang Ditawarkan

Pasal 86
(1) Penerbit dan Pedagang wajib menyediakan dan menyampaikan dokumen informasi terkait Aset Keuangan Digital yang ditawarkan kepada Konsumen secara jelas, lengkap, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen.
(2) Penerbit dan Pedagang wajib menyediakan dan menyampaikan dokumen informasi terkait Aset Keuangan Digital pada:
a. platform resmi Penerbit bagi Penerbit; dan
b. sistem perdagangan bagi Pedagang.
(3) Dokumen Informasi terkait Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen informasi yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Dokumen informasi terkait Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
a. informasi terkait Aset Ditokenisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat …;
b. informasi terkait Aset Kripto Terdukung sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat …; dan 
c. informasi terkait Aset Kripto Tidak Terdukung sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat …


Bagian Kedua
Pengkinian Dokumen Informasi Aset Keuangan Digital

Pasal 87
(1) Pedagang dan Penerbit wajib melakukan pengkinian dokumen informasi sebagaimana dimaksud Pasal … ayat (2) dalam hal terdapat perubahan informasi atas Aset Keuangan Digital yang ditawarkan.  
(2) Pedagang dan Penerbit wajib dengan jelas mencantumkan tanggal pengkinian dan memastikan bahwa semua versi informasi dan pernyataan pengungkapan risiko sebelumnya tetap mudah diakses dalam format dan lokasi yang sama seperti saat pertama kali dipublikasikan.
(3) Dalam hal terjadi pengkinian dokumen informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang wajib:
a. melakukan pemberitahuan kepada masyarakat dan Konsumen atas setiap perubahan informasi terkait Aset Keuangan Digital paling lama 1 x 24 jam sejak perubahan informasi terkait Aset Keuangan Digital; dan
b. melaporkan setiap perubahan dokumen Aset Keuangan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perubahan informasi terkait Aset Keuangan Digital.

Pasal 88
Pengkinian Dokumen Informasi atas Aset Keuangan Digital yang ditawarkan secara tunggal hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali selama masa Penawaran. 

Bagian Ketiga
Publikasi Informasi Material terkait Penawaran 

Pasal 89
(1) Dalam hal terdapat kejadian atau tindakan material yang memengaruhi Aset Keuangan Digital yang ditawarkan, Penerbit dan Pedagang wajib:
a. melakukan publikasi informasi material kepada Konsumen dan masyarakat; dan
b. melaporkan informasi material kepada Otoritas Jasa Keuangan,
paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kejadian atau tindakan material.
(2) Informasi material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. tanggal kejadian atau tindakan material;
b. uraian kejadian atau tindakan material; 
c. dampak kejadian atau tindakan material; dan
d. tindak lanjut kejadian atau tindakan material.
(3) Publikasi informasi material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. platform resmi Penerbit bagi Penerbit; dan
b. sistem perdagangan bagi Pedagang.
(4) Pedagang wajib melakukan pemberitahuan kepada Konsumen, dalam hal terdapat kejadian atau tindakan material yang berpengaruh terhadap Aset Keuangan Digital yang ditawarkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kejadian atau tindakan material.

Bagian Keempat
Komunikasi Pemasaran pada Penawaran

Pasal 90
(1) Dalam melakukan pemasaran pada Penawaran Aset Keuangan Digital, Pedagang wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan paling sedikit: 
a. bersifat transparan kepada Konsumen;
b. memuat peringatan mengenai risiko dan volatilitas harga;
c. tidak menunjukkan atau menimbulkan kesan bahwa investasi pada Aset Keuangan Digital akan mendapatkan imbal hasil tinggi dan pasti; 
d. tidak membangun asumsi akan menyebabkan kerugian jika tidak membeli Aset Keuangan Digital saat ini; dan
e. tidak menyarankan pembelian Aset Keuangan Digital dengan utang dalam bentuk apapun.


Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 91
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat … dikenakan sanksi administratif berupa:
a.    peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus; 
d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XVI
PENGHENTIAN PENAWARAN 

Pasal 92
(1) Penghentian Penawaran dilakukan oleh Penerbit dapat disebabkan karena:
a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. Aset Keuangan Digital yang diterbitkan dikeluarkan dari Daftar Aset Keuangan Digital; atau
c. dilakukan secara sukarela oleh Penerbit.
(2) Penerbit wajib menghentikan Penawaran, jika:
a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a; atau
b. Aset Keuangan Digital yang diterbitkan dikeluarkan dari Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.
(3) Dalam hal Penerbit akan menghentikan Penawaran secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penerbit harus menyampaikan permohonan penghentian penawaran Aset Keuangan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis, yang dilampirkan dengan:
a. persetujuan dari seluruh Konsumen mengenai rencana penghentian Penawaran Aset Keuangan Digital;
b. alasan penghentian;
c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban; dan
d. laporan Aset Keuangan Digital terakhir.
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menyetujui atau menolak penghentian permohonan Penawaran Aset Keuangan Digital sebagiamana dimaksud pada ayat (3).
(5) Bursa wajib mengeluarkan Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung yang: 
a. diperintahkan untuk diberhentikan penawarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau  
b. dihentikan Penawarannya oleh Penerbit secara sukarela,
dari Daftar Aset Keuangan Digital.
(6) Pedagang dilarang melakukan Penawaran dan/atau perdagangan Aset Keuangan Digital yang dihentikan penawarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93
(1) Dalam melakukan penghentian Penawaran, Penerbit wajib:
a. mengumumkan rencana penghentian Penawaran Aset Keuangan Digital pada media resmi Penerbit dan Pedagang paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak:
1. perintah penghentian Otoritas Jasa Keuangan;
2. Aset Keuangan Digital yang diterbirkan dikeluarkan dari Daftar Aset Keuangan Digital;atau 
3. persetujuan penghentian Penawaran dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. menyampaikan laporan penghentian Aset Keuangan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penghentian Aset Keuangan Digital yang disertai dengan dokumen:
1. bukti penghapusan Aset Keuangan Digital pada buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis lainnnya;
2. laporan audit dari akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal Penerbit melakukan penghentian Penawaran Aset Ditokenisasi dan Aset Kripto Terdukung, Penerbit wajib:
a.  melakukan likuidasi terhadap:
1) aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi bagi Aset Ditokenisasi; atau 
2) Aset Cadangan bagi Aset Kripto Terdukung;
b. Menginstruksikan kepada Pengelola Penyimpan Aset Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Konsumen secara proporsional paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.


Pasal 94
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat … dikenakan sanksi administratif berupa:
a.    peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus; 
d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.


BAB XVII
KOORDINASI

Pasal 95
(1) Dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Penawaran Aset Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak lain. 
(2) Kementerian, lembaga, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
a. otoritas lain, kementerian, lembaga, dan pihak lain di dalam negeri; dan 
b. otoritas lain, kementerian, lembaga, dan pihak lain di luar negeri.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:  
a. pengembangan ekosistem perdagangan Aset Keuangan Digital;  
b. pertukaran data dan/atau informasi;  
c. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;  
d. deteksi dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Pasar Aset Keuangan Digital baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri; dan  
e. aspek lain yang dipandang perlu.  

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96
(1) Dalam hal terdapat pihak yang menjalankan kegiatan sebagai Pengelola Dana Perwalian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Penerbit untuk:
a. melakukan kerjasama dengan Pengelola Dana Perwalian  untuk menjalankan fungsi pengelolaan terhadap aset keuangan yang dilakukan Tokenisasi pada Aset Ditokenisasi dan Aset Cadangan pada Aset Kripto Terdukung; dan
b. mengalihkan hak, manfaat dan risiko aset keuangan untuk Aset Ditokenisasi atau aset cadangan untuk Aset Kripto Terdukung kepada Pengelola Dana Perwalian.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perizinan kepada Pengelola Dana Perwalian yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 97
(1) Selain tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pihak yang menawarkan Aset Keuangan Digital tunduk pada seluruh kewajiban dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan, pelindungan Konsumen, penerapan strategi anti fraud, serta pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.   
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada Penyelenggara Penawaran yang terkait dengan penyelenggaraan Penawaran dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis. 
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara Penawaran selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.   

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98
(1) Penerbit yang telah menyelenggarakan kegiatan Penawaran sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengajukan persetujuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. 
(2) Dalam hal Penerbit yang telah menyelenggarakan kegiatan Penawaran tidak mengajukan izin usaha dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha Penerbit dinyatakan sebagai Penerbit yang tidak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 
(3) Penerbit yang tidak mengajukan permohonan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghentikan kegiatan usaha Penawaran yang dilakukan. 
(4) Dalam hal Penerbit tidak menghentikan kegiatan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerbit dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(5) Penerbit yang dinyatakan tidak memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyelesaian kewajiban kepada Konsumen paling lama 1 (satu) bulan sejak kegiatan usaha dinyatakan tidak berizin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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SUPRATMAN ANDI AGTAS
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 
PENAWARAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
 
I. UMUM 
Aset Keuangan Digital mengalami perkembangan yang positif dan berpotensi untuk mendukung perkembangan sektor jasa keuangan. Hal ini dilihat dari semakin maraknya penggunaan Aset Keuangan Digital, terutama Aset Kripto, sebagai instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Melihat maraknya penggunaan Aset Keuangan Digital sebagai instrumen investasi oleh masyarakat Indonesia, diperlukan suatu regulasi yang mampu memberikan pelindungan bagi masyarakat Indonesia selaku Konsumen, tidak hanya dari aspek perdagangan tetapi juga Penawaran.  
Selanjutnya, guna menciptakan inklusi keuangan dan pendalaman pasar di sektor keuangan, Aset Keuangan Digital merupakan salah satu opsi yang patut dipertimbangkan untuk turut berkontribusi dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Aset Keuangan Digital dapat menjadi salah satu media untuk menciptakan pendanaan guna meningkatkan iklim usaha di Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang mampu mengatur mengenai proses Penawaran Aset Keuangan Digital guna mendorong masyarakat Indonesia untuk menerbitkan dan menawarkan Aset Keuangan Digitalnya di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur tugas Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengatur dan pengawas kegiatan di sektor ITSK serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Lebih lanjut, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan turut melakukan pengaturan terhadap kegiatan penawaran aset keuangan digital.
Menimbang hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Aset Keuangan Digital. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan praktik terbaik (best practice) internasional dan pelaksanaan penawaran Aset Keuangan Digital yang telah berjalan di Pasar Aset Keuangan Digital. Untuk mengakomodir hal tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai kelembagaan, perizinan, mekanisme penawaran, pelindungan Konsumen, pelaporan, serta pengawasan bagi Penyelenggara Penawaran Aset Keuangan Digital.
Pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Aset Keuangan Digital ini diharapkan dapat memenuhi amanat UU P2SK dengan baik dan dapat menciptakan ekosistem Aset Keuangan Digital yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
Ayat (1)
Penawaran dilakukan berdasarkan prinsip:
1. teratur adalah Penawaran dilakukan dengan aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten; 
2. wajar adalah semua pelaku pasar diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi; 
3. transparan adalah semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi Penawaran dan informasi terkait lainnya; dan 
4. efisien adalah kegiatan Penawaran yang cepat dengan biaya yang relatif murah. 
Dengan demikian, pembentukan harga yang mencerminkan mekanisme pasar telah dilandasi oleh kekuatan permintaan dan penawaran, serta mengedepankan kepentingan Konsumen Aset Keuangan Digital.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3 
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Sebagai contoh, Central Bank Digital Currency (CBDC).
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Aset Keuangan Digital ditawarkan dan/ atau ditransaksikan hanya pada kelompok tertentu (intra group) untuk mengakses fasilitas tertentu yang disediakan oleh Penerbit,  atau bukan merupakan Aset Keuangan Digital yang diterbitkan sebagai loyalty points
Huruf g
Nilai Aset Keuangan Digital  tersebut bukan berasal dari karakteristik keunikan masing-masing Aset Keuangan Digital, sehingga tidak dapat dipertukarkan dikarenakan nilai Aset Keuangan Digital tersebut bersifat relative, bergantung pada keunikannya. 
Aset Keuangan Digital tersebut dapat berupa seni digital dan barang koleksi, seperti: non-fungible token atau NFT.
Huruf h
Yang dimaksud ’Ditawarkan secara cuma-cuma’ antara lain distribusi Aset Keuangan Digital dengan mekanisme airdrop.
Huruf i
Sebagai contoh, imbalan dari mining dari konsensus proof of work dan staking dari konsensus proof of stake.
Huruf j
Cukup jelas.
 Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Aset Kripto Terdukung mata uang merupakan Aset Kripto yang diterbitkan untuk mempertahankan nilai stabil dari Aset Kripto dengan mengacu pada nilai satu atau lebih mata uang fiat tetapi tidak memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah di yurisdiksi manapun
Huruf b
Aset Kripto Terdukung lainnya merupakan Aset  Kripto yang diterbitkan untuk mempertahankan nilai stabil dari Aset Kripto dengan mengacu pada nilai satu atau lebih aset keuangan selain mata uang.

Pasal 6 
Cukup jelas.

Pasal 7 
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan manfaat ekonomis antara lain 	keuntungan, pendapatan sewa, bunga dan dividen.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8 
Cukup jelas.

Pasal 9 
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 
Cukup jelas.

Pasal 15 
Cukup jelas.

Pasal 16 
Cukup jelas.

Pasal 17 
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21 
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25 
Cukup jelas.

Pasal 26 
Cukup jelas.

Pasal 27 
Cukup jelas.

Pasal 28 
Cukup jelas.

Pasal 29 
Cukup jelas.

Pasal 30 
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penilaian harga per token sesuai dengan nilai aset yang dinilai KJPP.
Contoh, Apabila manfaat suatu aset yang ditokenisasi dinilai sebesar Rp 1 Miliar dan penerbit mengeluarkan token sebanyak 1000, maka nilai per token adalah Rp 1 juta (1 Miliar/ 1000).
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Audit oleh akuntan publik dapat dilakukan dengan pelaksanaan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures) sesuai dengan standar audit umum yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Audit oleh akuntan publik dapat dilakukan dengan pelaksanaan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures) sesuai dengan standar umum yang berlaku.

Pasal 31 
Cukup jelas.

Pasal 32 
Ayat (1)
Sebagai contoh, dalam hal total Aset Kripto Terdukung memiliki nilai sebesar USD 1.000.000, maka Penerbit harus memegang dan mempertahankan nilai Aset Cadangan paling sedikit USD 1.000.000.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33 
Cukup jelas.

Pasal 34 
Cukup jelas.

Pasal 35 
Cukup jelas.

Pasal 36 
Cukup jelas.

Pasal 37 
Cukup jelas.

Pasal 38 
Cukup jelas.

Pasal 39 
Cukup jelas.

Pasal 40 
Cukup jelas.

Pasal 41 
Cukup jelas.

Pasal 42 
Cukup jelas.

Pasal 43 
Cukup jelas.

Pasal 44 
Cukup jelas.

Pasal 45 
Cukup jelas.

Pasal 46 
Cukup jelas.

Pasal 47 
Cukup jelas.

Pasal 48 
Cukup jelas.

Pasal 49 
Cukup jelas.

Pasal 50 
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52 
Cukup jelas.

Pasal 53 
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55 
Cukup jelas.

Pasal 56 
Cukup jelas.

Pasal 57 
Cukup jelas.

Pasal 58 
Cukup jelas.

Pasal 59 
Cukup jelas.

Pasal 60 
Cukup jelas.

Pasal 61 
Cukup jelas.

Pasal 62 
Cukup jelas.

Pasal 63 
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65 
Cukup jelas.

Pasal 66 
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68 
Cukup jelas.

Pasal 69 
Cukup jelas.

Pasal 70 
Cukup jelas.

Pasal 71 
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73 
Cukup jelas.

Pasal 74 
Cukup jelas.

Pasal 75 
Cukup jelas.

Pasal 76 
Cukup jelas.

Pasal 77 
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80 
Cukup jelas.

Pasal 81 
Cukup jelas.

Pasal 82 
Cukup jelas.

Pasal 83 
Cukup jelas.

Pasal 84 
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86 
Cukup jelas.

Pasal 87 
Cukup jelas.

Pasal 88 
Cukup jelas.

Pasal 89 
Ayat (1)
Yang dimaksud ”informasi material” antara lain:
1. distribusi hak dan/atau manfaat terkait Aset Keuangan Digital;
2. aksi korporasi yang dilakukan oleh pihak yang menerbikan aset keuangain yang ditokenisasi; dan
informasi material lainnya yang memengaruhi Konsumen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 90 
Cukup jelas.

Pasal 91 
Cukup jelas.

Pasal 92 
Cukup jelas.

Pasal 93 
Cukup jelas.

Pasal 94 
Cukup jelas.

Pasal 95 
Cukup jelas.

Pasal 96 
Cukup jelas.

Pasal 97 
Cukup jelas.

Pasal 98 
Cukup jelas.

Pasal 99 
Cukup jelas.





















LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENAWARAN ASET KEUANGAN DIGITAL 
 
 
Bagian A
 
I. PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA PENAWARAN ASET DITOKENISASI
Permohonan izin usaha Penawaran Aset Ditokenisasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen:
a. Surat Pengantar Permohonan Izin Usaha Penawaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B;
b. Formulir Permohonan Izin Usaha Penawaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian C Romawi I;
c. Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian D;
d. salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
e. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila badan hukum dimaksud telah melakukan perubahan anggaran dasar;
f. salinan akta perubahan data perseroan terakhir yang telah diberitahukan kepadakementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum apabila badan hukum melakukan perubahan data perseroan;
g. surat kerjasama dengan Pedagang; 
h. surat kerjasama denga Pengelola Penyimpanan Aset;
i. data Direksi:
1. untuk anggota Direksi, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai data:
a) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
b) kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing;
c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d) nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
e) pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
j. struktur organisasi yang memuat informasi mengenai;
1. struktur dan/atau fungsi jabatan;
2. jumlah sumber daya manusia pada setiap struktur dan/atau fungsi jabatan; dan
3. pembagian tugas dan wewenang setiap struktur dan/atau fungsi jabatan;
k. dokumen terkait keahlian pegawai dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan/atau memiliki sertifikasi, yang mendukung kegiatan terkait Penawaran; 
l. dokumen informasi atas Aset Ditokenisasi yang akan diterbitkan;
m. dokumen rencana kelangsungan bisnis;
n. kebijakan dan prosedur terkait:
1. penawaran Aset Ditokenisasi;
2. pelayanan dan pengaduan Konsumen; 
3. pemenuhan manfaat Konsumen dan pembelian kembali terkait Aset Ditokenisasi yang diterbitkan; dan 
4. tata kelola teknologi informasi dan keamanan siber,
o. laporan validitas dan penilaian aset yang dilakukan tokenisasi dari KJPP;
p. laporan hasil audit smart contract dari auditor smart contract;
q. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Penawaran Aset Ditokenisasi (jika diperlukan).

II. PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA PENAWARAN ASET KRIPTO TERDUKUNG
Permohonan izin usaha Penawaran Aset Kripto Terdukung disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen:
a. Surat Pengantar Permohonan Izin Usaha Penawaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B;
b. Formulir Permohonan Izin Usaha Penawaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian C Romawi II;
c. Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian D;
d. salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
e. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila badan hukum dimaksud telah melakukan perubahan anggaran dasar;
f. salinan akta perubahan data perseroan terakhir yang telah diberitahukan kepadakementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum apabila badan hukum melakukan perubahan data perseroan;
g. surat kerjasama dengan Pedagang; 
h. surat kerjasama denga Pengelola Penyimpanan Aset;
i. data Direksi:
1. untuk anggota Direksi, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai data:
a) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara Aasing, yang masih berlaku;
b) kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing;
c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d) nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
e) pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
j. struktur organisasi yang memuat informasi mengenai;
1. struktur dan/atau fungsi jabatan;
2. jumlah sumber daya manusia pada setiap struktur dan/atau fungsi jabatan; dan
3. pembagian tugas dan wewenang setiap struktur dan/atau fungsi jabatan;
k. dokumen terkait keahlian pegawai dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan/atau memiliki sertifikasi, yang mendukung kegiatan terkait Penawaran; 
l. dokumen informasi atas Aset Kripto Terdukung yang akan diterbitkan;
m. dokumen rencana kelangsungan bisnis;
n. kebijakan dan prosedur terkait:
2. kegiatan Penawaran Aset Kripto Terdukung; 
3. mekanisme stabilisasi nilai Aset Kripto Terdukung; 
4. pelayanan dan pengaduan Konsumen; 
5. pemenuhan hak Konsumen terkait Aset Kripto Terdukung, termasuk penanganan pembelian kembali; dan 
6. tata kelola teknologi informasi dan keamanan siber
o. laporan hasil audit atas Aset Cadangan oleh Akuntan Publik;
p. laporan hasil audit smart contract dari auditor smart contract;
q. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Penawaran Aset Kripto Terdukung (jika diperlukan).




































Bagian B
 
SURAT PENGANTAR PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PENAWARAN ASET KEUANGAN DIGITAL*)
 
	Nomor 
	:
	……………………………
	................ 20 ... 

	Lampiran 
 
	:
	..………………………….
	 

	Perihal
	:
	Permohonan Izin Usaha Penawaran Aset Keuangan Digital
	 


 
 
Kepada 
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 
 
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ….. Tahun ... tentang Penawaran Aset Keuangan Digital, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penawaran Aset Keuangan Digital*):
	Nama Pemohon 
	: ........................................................

	Kewarganegaraan
	: ........................................................

	Jabatan Pemohon 
	: ........................................................

	Alamat Pemohon 
	: ........................................................

	 
	 Kota ..... 

	 
	 Provinsi ..... 

	 
	 Kode Pos ..... 

	Nomor Telepon Pemohon 
	: ........................................................

	Nomor Telepon Seluler 
Pemohon 
	: ........................................................

	Email Pemohon 
	: ........................................................

	Nama Perusahaan 
	: ........................................................

	Nama Aplikasi**) 
	: ........................................................

	Alamat Perusahaan 
	: ........................................................

	 
	 Kota ..... 

	 
	 Provinsi ..... 

	 
	 Kode Pos ..... 

	No. Telepon/Fax Perusahaan 
	: ........................................................
 

	Alamat Situs Web 
Perusahaan 
	: ........................................................
 

	Email Perusahaan 
	: ........................................................


 
Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagaimana terlampir. 
Selanjutnya, dengan ini kami nyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik atau surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih. 
 
Hormat Kami, 
Anggota Direksi …………............... 
 
Meterai 
Rp.10.000,- 
                                               
                                                 .................................. 
(Nama jelas dan tanda tangan)



















BAGIAN C
 
I. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENAWARAN ASET DITOKENISASI
 
	 

	 
 
Formulir Permohonan Izin Usaha Penawaran Aset Ditokenisasi

	Nama Perusahaan Calon Penyelenggara 
	:
	 

	Nomor Surat Permohonan 
	:
	 

	Tanggal Surat Permohonan 
	:
	 

	Deskripsi Singkat Tentang Kegiatan 
Usaha Penyelenggara 
	:
	 

	Contact Person (Nama, Telp/e-mail)
	:
	 

	No.
	URAIAN
	KETERANGAN

	
	Uraian
	Ya
	Tidak
	Keterangan

	1.
	Surat Pengantar Permohonan Izin Usaha Penawaran
	
	
	 

	2.
	Daftar Isian Permohonan
	
	
	 

	3.
	Salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
	
	
	 

	4.
	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila badan hukum dimaksud telah melakukan perubahan anggaran dasar
	
	
	 

	5.
	Salinan akta perubahan data perseroan terakhir yang telah diberitahukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum apabila badan hukum melakukan perubahan data perseroan
	
	
	 

	6.
	Surat kerjasama dengan Pedagang
	
	
	 

	7.
	Surat kerjasama dengan Pengelola Penyimpanan Aset
	
	
	 

	8.
	Data Direksi
	
	
	Dokumen elektronik atau hasil pindai data:
1. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk warga negara indonesia atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
2. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing;
3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; 
4. nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
5. pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi 

	9.
	Struktur organisasi
	
	 
 
 
 
 
 
	Struktur organisasi yang memuat informasi mengenai:
1. struktur dan/atau fungsi jabatan;
2. jumlah sumber daya manusia pada setiap struktur dan/atau fungsi jabatan; dan
3. pembagian tugas dan wewenang setiap struktur dan/atau fungsi jabatan

	10.
	Dokumen terkait keahlian pegawai dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan/atau memiliki sertifikasi, yang mendukung kegiatan terkait Penawaran
	
	 
	1. Dokumen bukti pengalaman kerja pegawai yang mendukung kegiatan terkait Penawaran.
2. Bukti setifikat pegawai yang mendukung  kegiatan terkait Penawaran.

	11.
	Dokumen rencana kelangsungan bisnis 
	
	
	 

	12.
	Kebijakan dan prosedur Penerbit
	
	
	Kebijakan dan prosedur Penerbit terkait:
1. penawaran Aset Ditokenisasi;
2. pelayanan dan pengaduan Konsumen;    
3. pemenuhan manfaat Konsumen dan pembelian kembali terkait Aset Ditokenisasi yang diterbitkan; dan  
4. tata kelola teknologi informasi dan keamanan siber.

	13.
	Laporan validitas dan penilaian aset yang dilakukan tokenisasi dari KJPP
	
	
	 

	14.
	Laporan hasil audit smart contract dari auditor smart contract
	
	
	 

	15.
	Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Penawaran Aset Ditokenisasi (jika diperlukan)
	
	
	 

	Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:
1. Informasi tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan
2. dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik atau melalui surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya
 
(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)
Penyelenggara
 
tanda tangan
 
(Nama Lengkap)

	Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

	Catatan:
 



















II. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENAWARAN ASET KRIPTO TERDUKUNG
 
	 

	 
 
Formulir Permohonan Izin Usaha Penawaran Aset Kripto Terdukung

	Nama Perusahaan Calon Penyelenggara 
	:
	 

	Nomor Surat Permohonan 
	:
	 

	Tanggal Surat Permohonan 
	:
	 

	Deskripsi Singkat Tentang Kegiatan 
Usaha Penyelenggara 
	:
	 

	Contact Person (Nama, Telp/e-mail)
	:
	 

	No.
	URAIAN
	KETERANGAN

	
	Uraian
	Ya
	Tidak
	Keterangan

	1.
	Surat Pengantar Permohonan Izin Usaha Penawaran
	
	
	 

	2.
	Daftar Isian Permohonan
	
	
	 

	3.
	Salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
	
	
	 

	4.
	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila badan hukum dimaksud telah melakukan perubahan anggaran dasar
	
	
	 

	5.
	Salinan akta perubahan data perseroan terakhir yang telah diberitahukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum apabila badan hukum melakukan perubahan data perseroan
	
	
	 

	6.
	Surat kerjasama dengan Pedagang
	
	
	 

	7.
	Surat kerjasama dengan Pengelola Penyimpanan Aset
	
	
	 

	8.
	Data Direksi
	
	
	Dokumen elektronik atau hasil pindai data:
1. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk warga negara indonesia atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
2. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing;
3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; 
4. nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
5. pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi 

	9.
	Struktur organisasi
	
	 
 
 
 
 
 
	Struktur organisasi yang memuat informasi mengenai:
1. struktur dan/atau fungsi jabatan;
2. jumlah sumber daya manusia pada setiap struktur dan/atau fungsi jabatan; dan
3. pembagian tugas dan wewenang setiap struktur dan/atau fungsi jabatan

	10.
	Dokumen terkait keahlian pegawai dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan/atau memiliki sertifikasi, yang mendukung kegiatan terkait Penawaran
	
	 
	1. Dokumen bukti pengalaman kerja pegawai yang mendukung kegiatan terkait Penawaran.
2. Bukti setifikat pegawai yang mendukung  kegiatan terkait Penawaran.

	11.
	Dokumen rencana kelangsungan bisnis 
	
	
	 

	12.
	Kebijakan dan prosedur Penerbit
	
	
	Kebijakan dan prosedur Penerbit terkait:
2. kegiatan Penawaran Aset Kripto Terdukung;  
3. mekanisme stabilisasi nilai Aset Kripto Terdukung;  
4. pelayanan dan pengaduan Konsumen;  
5. pemenuhan hak Konsumen terkait Aset Kripto Terdukung, termasuk penanganan pembelian kembali; dan  
6. tata kelola teknologi informasi dan keamanan siber.

	13.
	Laporan hasil audit atas Aset Cadangan oleh Akuntan Publik
	
	
	 

	14.
	Laporan hasil audit smart contract dari auditor smart contract
	
	
	 

	15.
	Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Penawaran Aset Kripto Terdukung (jika diperlukan)
	
	
	 

	Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:
1. Informasi tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan
2. dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik atau melalui surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya
 
(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)
Penyelenggara
 
tanda tangan
 
(Nama Lengkap)

	Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

	Catatan:
 







		







Bagian D
 
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
 
	1. 
	Nama Perusahaan
	:
	……………………………………………

	2.  
	Alamat Perusahaan
	:
	……………………………………………

	3.  
	No. Telepon dan Faksimili
	:
	……………………………………………

	4.  
	Alamat Situs Web (Home-page)
	:
	……………………………………………

	5.  
	Surat Elektronik (resmi perusahaan)
	:
	……………………………………………

	6.  
	Bentuk Hukum Badan usaha
	:
	……………………………………………

	7.  
	No Akta Pendaftaran Kumham
	:
	……………………………………………

	8.  
	Perizinan yang dimiliki (ex. SIUP/TDP)
	:
	……………………………………………

	9.  
	NPWP Perusahaan
	:
	……………………………………………

	10.  
	Susunan pengurus perusahaan
	:
	……………………………………………

	 
	a. Direksi WNI:
1) …………………………………………..( Nama dan Jabatan)
2) …………………………………………..( Nama dan Jabatan)
3) dst.
b. Direksi WNA:
1) …………………………………………..( Nama dan Jabatan)
2) …………………………………………..( Nama dan Jabatan)
3) dst.
c. Dewan Komisaris WNI:
1) …………………………………………..( Nama dan Jabatan)
2) …………………………………………..( Nama dan Jabatan)
3) dst.
d. Dewan Komisaris WNA:
1) …………………………………………..( Nama dan Jabatan)
2) …………………………………………..( Nama dan Jabatan)
3) dst.

	11.  
	Jumlah modal dasar
	:
	……………………………………………

	12.  
	Jumlah Pengawai
	:
	……………………………………………

	13.  
	Aset Keuangan Digital yang Ditawarkan
	:
	……………………………………………



 
BAGIAN E
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

 
 
 
	4x6 cm


 
 
 

  Data Pribadi 
	Nama 
	:
	 .................................................... 

	Tempat/Tanggal Lahir
	:
	 ....................................................

	Jenis Kelamin
	:
	 ....................................................

	Agama 
	:
	 ....................................................

	Kewarganegaraan
	:
	 ....................................................

	Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
	:
	 .................................................... 

	Alamat 
	:
	 .................................................... 

	 
	 
	 Kota ..... 

	 
	 
	 Provinsi ..... 

	 
	 
	 Kode Pos ..... 

	Nomor Telepon 
	:
	 .................................................... 

	Nomor Telepon Seluler 
Pemohon 
	:
	 .................................................... 


 
Riwayat Pendidikan 
1. Formal 
	Tingkat Pendidikan 
	Jurusan/ 
Spesialisasi 
	Nama/ Tempat 
	Tahun Lulus 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
2. Non-Formal (Bersertifikat) 
	Kursus/ Seminar 
	Penyelenggara 
	Tahun 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
 
 
 
3. Pendidikan Keahlian (Profesi) 
	Sertifikasi 
	Penyelenggara 
	Tahun Lulus 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
4. Riwayat Pekerjaan 
	Nama Perusahaan 
	Jabatan 
	Uraian 
Tugas 
Pokok 
	Tanggal Mulai 
Bekerja 
	Tanggal 
Berhenti 
Bekerja 
	Alasan Keluar 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
.....,............ 20..... 
 
Pemohon,
 
Meterai
Rp.10.000,-
 
......................................
(Nama jelas dan tanda tangan) 








BAGIAN H
 
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI 
 
 
Kepada 
Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi 
Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
	Nama  
	: ..................................................................... 

	Jabatan  
	: ..................................................................... 

	Alamat Lengkap 
	: ..................................................................... 

	    
	 Kota ..... 

	 
	 Provinsi ..... 

	    
	 Kode Pos ..... 

	Nama Perusahaan 
	: ..................................................................... 

	Alamat Perusahaan 
	: ..................................................................... 

	Alamat Situs Web Perusahaan 
	: ..................................................................... 


 
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 
1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
Hormat Kami, 
Direktur/Pengurus 
PT………………………………… 
 
Meterai 
Rp.10.000,- 
................................................. 
(Nama jelas dan tanda tangan)







































BAGIAN N
 
 
SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN 
 
 
	Nomor 
	:
	……………………………
	................ 20 ... 

	Lampiran 
 
	:
	..………………………….
	 

	Perihal
	:
	Permohonan persetujuan …. *)
	 


 
 
Kepada 
Yth. 
Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi 
Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 
 
 
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ….. Tahun 2025 tentang Penawaran Aset Keuangan Digital, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk persetujuan penawaran Aset Keuangan Digital :
	Nama Pemohon 
	: .................................................... 

	Kewarganegaraan
	: ....................................................

	Jabatan Pemohon 
	: .................................................... 

	Nama Perusahaan 
	: …………………………………………..

	Nama Aplikasi (jika ada)
	: …………………………………………..

	Alamat Perusahaan 
	: .................................................... 

	 
	 Kota ..... 

	 
	 Provinsi ..... 

	 
	 Kode Pos ..... 

	No. Telepon/Fax Perusahaan 
	: .................................................... 

	Alamat Situs Web 
Perusahaan 
	: .................................................... 

	Email Perusahaan 
	: .................................................... 


 
Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: 
a. dokumen informasi atas Aset Keuangan Digital yang akan ditawarkan;
b. dokumen pendukung informasi atas Aset Keuangan Digital yang akan ditawarkan;
c. …; 
dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik atau surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
 
Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih. 
 
       Hormat Kami, 
Anggota Direksi …………............... 
 
Meterai 
Rp.10.000,- 
                                               
                                     .................................. 
(Nama jelas dan tanda tangan)
 
*) diisi dengan jenis permohonan persetujuan
**) coret salah satu



LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX TAHUN 2025
TENTANG
PENAWARAN ASET KEUANGAN DIGITAL

BAGIAN A

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENAWARAN TUNGGAL

Laporan Hasil Pelaksanaan Penawaran Tunggal

	No
	Nama Penerbit
	Nama Aset Keuangan Digital
	Tanggal Mulai Penawaran
	Tanggal Akhir Penawaran
	Harga Aset Keuangan Digital (Rp)
	Jumlah Aset Keuangan Digital yang Dipesan
	Jumlah Aset Keuangan Digital yang Dialokasikan
	Total Nilai Penawaran (Rp)
	Informasi lainnya

	
	A
	B
	D
	E
	F
	G
	G
	H
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Keterangan kolom:
(a) Sesuai kolom.
(b) Sesuai kolom.
(c) Sesuai kolom.
(d) Sesuai kolom.
(e) Sesuai kolom.
(f) Diisi dengan harga per token pada saat Penawaran
(g) Diisi dengan jumlah unit Aset Keuangan Digital yang dipesan oleh Konsumen
(h) Diisi dengan jumlah unit AKD token yang dialokasikan kepada Konsumen
(i) Diisi dengan total nilai Rupiah atas hasil Penawaran Aset Keuangan Digital
(j) Diisi dengan informasi lainnya yang relevan pada proses Penawaran Aset Keuangan Digital, jika ada  


Laporan Distribusi Aset Keuangan Digital kepada Konsumen

	Nama Penerbit
	PT XXX

	Nama Aset Keuangan Digital
	AKD XXX

	Tanggal Mulai Penawaran
	1 – Januari - 2025

	Tanggal Akhir Penawaran
	5 – Januari - 2025

	No
	Nama Konsumen
	Nomor Induk Kependudukan
	Jumlah AKD yang Dipesan
	Nilai AKD yang Dipesan (Rp)
	Jumlah AKD yang Didistribusikan
	Total Nilai AKD yang Didistribusikan (Rp)
	Bukti Transfer AKD
	Alamat Wallet Hasil Distribusi AKD

	
	A
	B
	D
	
	E
	F
	G
	H

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


Keterangan:
1. Laporan dibuat atas setiap Penawaran Aset Keuangan Digital
2. Keterangan kolom:
a. Sesuai kolom
b. Sesuai kolom
c. Diisi dengan jumlah unit AKD yang dipesan oleh Konsumen pada saat tahapan pemesanan
d. Diisi dengan nilai AKD dalam Rupiah yang dipesan oleh Konsumen pada saat tahapan pemesanan
e. Diisi dengan jumlah AKD yang didistribusikan kepada konsumen berdasarkan alokasi
f. Diisi dengan total nilai AKD yang didistribusikan kepada konsumen berdasarkan alokasi
g. Diisi dengan bukti transfer AKD, antara lain transaction hash yang dihasilkan oleh buku besar terdistribusi termasuk blockchain
h. Diisi dengan alamat wallet pada Pengelola Penyimpan Aset untuk mendistribusikan AKD hasil Penawaran


Laporan Distribusi Dana Hasil Penawaran kepada Penerbit

	No
	Nama Penerbit
	Nama Aset Keuangan Digital
	Tanggal Mulai Penawaran
	Tanggal Akhir Penawaran
	Total Nilai Hasil Penawaran (Rp)
	Tanggal Transfer Dana Hasil Penawaran
	Nama Bank
	Nomor Rekening Penerbit
	Lampiran Bukti Transfer

	
	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Keterangan:
1. Laporan ini beserta lampiran setiap bukti transfer dana hasil Penawaran AKD kepada Penerbit dari Bank dalam bentuk salinan digital bukti
2. Keterangan kolom:
(a) Sesuai kolom
(b) Sesuai kolom
(c) Sesuai kolom
(d) Sesuai kolom
(e) Diisi dengan total nilai hasil Penawaran dalam Rpiah
(f) Diisi dengan tanggal transfer dana hasil Penawaran kepada Penerbit
(g) Diisi dengan nama bank tujuan transfer dana hasil Penawaran
(h) Diisi dengan nomor rekening tujuan transfer dana hasil penawaran
(i) Diisi dengan rujukan atas lampiran bukti transfer dana hasil Penawaran kepada Penerbit






BAGIAN B

FORMAT LAPORAN BULANAN
I. Laporan Bulanan Penerbit Aset Ditokenisasi

Laporan Pengelolaan Aset Keuangan
Nama Penerbit: PT XXX
	No
	Nama Aset keuangan Digital
	Nama Aset
	Hak dan/atau Manfaat Ekonomis Aset
	Uraian Pengelolaan Aset
	Total Nilai Hak dan/atau Manfaat (Rp)

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Keterangan kolom:
(A) Diisi dengan nomor
(B) Sesuai kolom
(C) Diisi dengan nama aset yang dilakukan tokenisasi pada Aset Ditokenisasi
(D) Diisi dengan jenis hak dan/atau manfaat yang didistribusikan kepada Konsumen, contoh: sewa; bunga; keuntungan; dsb
(E) Diisi dengan uraian singkat tentang pengelolaan aset untuk menghasilkan hak dan/atau manfaat aset bagi Konsumen pada bulan berjalan, contoh: aset disewa oleh 100 tenant; telah dilakukan renovasi aset; dsb
(F) Diisi dengan nilai distribusi hak dan/atau manfaat pada bulan berjalan, baik aktual atau potensial, dalam Rupiah.

Laporan Kesesuaian antara nilai Aset dan Aset Ditokenisasi
	Nama Penerbit
	PT XXX

	Nama Aset Keuangan Digital
	AKD XXX

	No
	Nama Aset
	Tipe Aset
	Jumlah Aset
	Nilai per Aset (Rp)
	Total Nilai Aset (Rp)

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Total Nilai Aset (Rp) [G]
	

	Jumlah Aset Ditokenisasi [H]
	
	

	Harga per Aset Ditokenisasi (Rp) [I]
	
	

	Total Nilai Aser Kripto Terdukung (Rp) [J]
	

	Selisih [K]
	

	Keterangan:
· Keterangan lain terkait aset (jika ada)







Keterangan kolom:
(A) Diisi dengan nomor
(B) Sesuai kolom
(C) Sesuai kolom
(D) Diisi dengan nama aset yang menjadi underlying aset dari Aset Ditokenisasi
(E) Diisi dengan:
1. Bagi aset yang memiliki harga pasar wajar, nilai aset dalam Rupiah berdasarkan harga pasar wajar pada tanggal pelaporan atau nilai berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di OJK terakhir; atau
2. Bagi aset yang tidak memiliki harga pasar wajar, nilai aset berdasarkan penilaian KJPP yang terdaftar di OJK terakhir.
(F) Diisi dengan jumlah Aset Keuangan Digital, misalnya total jumlah unit Aset Keuangan Digital yang tercatat pada Distributed Ledger Technology (DLT) – termasuk blockchain – atau teknologi sejenis lainnya
(G) Diisi dengan harga AKD pada saat penawaran atau penjualan
(H) Diisi dengan: Jumlah AKD (Kolom E) x Harga Penawaran per AKD (Kolom F)
(I) Nilai Aset (Kolom D) - Total Nilai AKD (Kolom G)


Laporan Pembelian Kembali Aset Ditokenisasi
Nama Penerbit: PT XXX

	No
	Nama Aset keuangan Digital
	Tanggal Pembelian Kembali
	Nama Konsumen
	NIK
	Jumlah Unit Pembelian Kembali AKD
	Harga Pembelian Kembali (Rp)
	Total Nilai Pembelian Kembali AKD (Rp)
	Bukti Pemusnahan AKD
	Tanggal Distribusi Pembelian Kembali
	Tujuan/ Nomor Rekening Bank
	Nomor Bukti Distribusi Pembelian Kembali

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Keterangan Kolom:
(A) Diisi dengan nomor
(B) Sesuai kolom
(C) Diisi dengan tanggal instruksi pembelian kembali yang dilakukan oleh Konsumen
(D) Sesuai kolom
(E) Sesuai kolom
(F) Diisi dengan jumlah unit AKD yang dilakukan pembelian kembali oleh Konsumen
(G) Diisi dengan harga pembelian AKD per unit AKD dalam Rupiah pada tanggal instruksi pembelian kembali oleh Konsumen
(H) Diisi dengan total nilai pembelian kembali AKD dalam Rupiah
(I) Diisi dengan bukti atas pemusnahan AKD pada Distributed Ledger Technology (DLT), misalnya transaction hash yang didapatkan dari blockchain
(J) Diisi dengan tanggal saat distribusi pembelian kembali diterima Konsumen
(K) Diisi dengan keterangan tujuan distribusi pembelian kembali konsumen, misalnya: kantor pengelola penyimpan aset (jika dalam bentuk aset) atau nomor rekening bank tujuan (jika dalam bentuk uang tunai);
(L) Diisi dengan nomor bukti distribusi pembelian kembalian kembali, contoh: nomor transfer (jika melalui Bank), atau nomor dokumen bukti penyerahan aset (jika pembelian kembali berupa aset).



II. Laporan Bulanan Penerbit Aset Kripto Terdukung
Laporan Pengelolaan Aset Cadangan
	Nama Penerbit
	PT XXX

	Nama Aset Keuangan Digital
	AKD XXX

	No
	Nama Aset
	Tipe Aset
	Tanggal
Jatuh Tempo
	Sisa Hari hingga Jatuh Tempo
	Jumlah Aset
	Harga Pasar Wajar per Aset (Rp)
	Total Nilai Aset (Rp)
	Total Nilai terhadap Total Aset Cadangan (%)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Nilai Aset Cadangan (Rp) [J]
	
	

	Jumlah Aset Kripto Terdukung [K]
	
	
	

	Harga per Aset Kripto Terdukung (Rp) [L]
	
	
	

	Total Nilai Aser Kripto Terdukung [M]
	
	

	Selisih [N]
	
	

	Keterangan:
· Sumber data harga pasar wajar
· Keterangan lain terkait aset cadangan (jika ada)




Keterangan Kolom:
(A) Diisi dengan nomor
(B) Sesuai kolom
(C) Diisi dengan tipe aset, misalnya: kas; depositor; dan surat berharga negara
(D) Diisi dengan tanggal jatuh tempo aset (jika ada)
(E) Diisi dengan sisa hari jatuh tempo antara tanggal pelaporan bulanan dan tanggal jatuh tempo aset (jika ada)
(F) Sesuai kolom
(G) Diisi dengan harga pasar wajar per aset berdasarkan data pasar
(H) Diisi dengan total nilai aset (dalam rupiah): jumlah aset x harga pasar per aset
(I) Diisi dengan: Total Nilai Aset/Total Nilai Aset Cadangan (Rp)
(J) Diisi dengan penjumlahan kolom Total Nilai Aset
(K) Diisi dengan: total jumlah Aset Kripto Terdukung x harga Aset Kripto Terdukung dalam Rupiah
(L) Diisi dengan: Total Nilai Aset Cadangan - Total Aset Kripto Terdukung


Laporan Pembelian Kembali Aset Kripto Terdukung

Nama Penerbit: PT XXX

	No
	Nama Aset keuangan Digital
	Tanggal Pembelian Kembali
	Nama Konsumen
	NIK
	Jumlah Unit Pembelian Kembali AKD
	Harga Pembelian Kembali (Rp)
	Total Nilai Pembelian Kembali AKD (Rp)
	Bukti Pemusnahan AKD
	Tanggal Distribusi Pembelian Kembali
	Tujuan/ Nomor Rekening Bank
	Nomor Bukti Distribusi Pembelian Kembali

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Keterangan Kolom:
(A) Diisi dengan nomor
(B) Sesuai kolom
(C) Diisi dengan tanggal instruksi pembelian kembali yang dilakukan oleh Konsumen
(D) Sesuai kolom
(E) Sesuai kolom
(F) Diisi dengan jumlah unit AKD yang dilakukan pembelian kembali oleh Konsumen
(G) Diisi dengan harga pembelian AKD per unit AKD dalam Rupiah pada tanggal instruksi pembelian kembali oleh Konsumen
(H) Diisi dengan total nilai pembelian kembali AKD dalam Rupiah
(I) Diisi dengan bukti atas pemusnahan AKD pada Distributed Ledger Technology (DLT), misalnya transaction hash yang didapatkan dari blockchain
(J) Diisi dengan tanggal saat distribusi pembelian kembali diterima Konsumen
(K) Diisi dengan keterangan tujuan distribusi pembelian kembali konsumen, misalnya: kantor pengelola penyimpan aset (jika dalam bentuk aset) atau nomor rekening bank tujuan (jika dalam bentuk uang tunai);
(L) Diisi dengan nomor bukti distribusi pembelian kembalian kembali, contoh: nomor transfer (jika melalui Bank), atau nomor dokumen bukti penyerahan aset (jika pembelian kembali berupa aset).

III. Laporan Penawaran Berkelanjutan bagi Pedagang
Laporan Penawaran Berkelanjutan
	No
	Nama Penerbit
	Nama Aset Keuangan Digital
	Tanggal Penjualan Pertama
	Tanggal Penjualan
	Harga Aset Keuangan Digital (Rp)
	Jumlah Aset Keuangan Digital yang Dijual
	Total Nilai Penjualan (Rp)
	Informasi lainnya

	
	A
	B
	C
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Keterangan kolom:
(a) Sesuai kolom.
(b) Sesuai kolom.
(c) Diisi dengan tanggal pada hari pertama penjualan Penawaran Aset Keuangan Digital berkelanjutan
(d) Sesuai kolom.
(e) Diisi dengan harga per Aset Keuangan Digital pada tangal Penjualan
(f) Diisi dengan jumlah unit AKD token yang dijual kepada Konsumen
(g) Diisi dengan total nilai Rupiah atas hasil Penjualan Aset Keuangan Digital
(h) Diisi dengan informasi lainnya yang relevan pada proses Penawaran Berkelanjutan Aset Keuangan Digital, jika ada

Laporan Distribusi Aset Keuangan Digital kepada Konsumen
	Nama Penerbit
	PT XXX

	Nama Aset Keuangan Digital
	AKD XXX

	Tanggal Mulai Penawaran
	1 – Januari - 2025

	No
	Nama Konsumen
	Nomor Induk Kependudukan
	Jumlah AKD yang Dijual
	Jumlah AKD yang Didistribusikan
	Total Nilai AKD yang Didistribusikan (Rp)
	Bukti Transfer AKD
	Alamat Wallet Hasil Distribusi AKD

	
	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Keterangan:
1. Laporan dibuat atas setiap Penawaran Aset Keuangan Digital
2. Keterangan kolom:
(A) Sesuai kolom
(B) Sesuai kolom
(C) Diisi dengan jumlah unit AKD yang dipesan oleh Konsumen pada saat tahapan pemesanan
(D) Diisi dengan nilai AKD dalam Rupiah yang dipesan oleh Konsumen pada saat tahapan pemesanan
(E) Diisi dengan jumlah AKD yang didistribusikan kepada konsumen berdasarkan alokasi
(F) Diisi dengan total nilai AKD yang didistribusikan kepada konsumen berdasarkan alokasi
(G) Diisi dengan bukti transfer AKD, antara lain transaction hash yang dihasilkan oleh buku besar terdistribusi (blockchain)
(H) Diisi dengan alamat wallet pada Pengelola Tempat Penyimpan Aset Keuangan Digital untuk mendistribusikan AKD hasil Penawaran


Laporan Distribusi Dana Hasil Penawaran kepada Penerbit

	No
	Nama Penerbit
	Nama Aset Keuangan Digital
	Tanggal Mulai Penawaran
	Total Nilai Hasil Penawaran (Rp)
	Tanggal Transfer Dana Hasil Penawaran
	Nama Bank
	Nomor Rekening Penerbit
	Lampiran Bukti Transfer

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


Keterangan:
1. Laporan ini beserta lampiran setiap bukti transfer dana hasil Penawaran AKD kepada Penerbit dari Bank dalam bentuk salinan digital bukti
2. Keterangan kolom:
(A) Sesuai kolom
(B) Sesuai kolom
(C) Sesuai kolom
(D) Sesuai kolom
(E) Diisi dengan total nilai hasil Penawaran dalam Rupiah
(F) Diisi dengan tanggal transfer dana hasil Penawaran kepada Penerbit
(G) Diisi dengan nama bank tujuan transfer dana hasil Penawaran
(H) Diisi dengan nomor rekening tujuan transfer dana hasil penawaran
(I) Diisi dengan rujukan atas lampiran bukti transfer dana hasil Penawaran kepada Penerbit

IV. Laporan Penyimpanan Aset Keuangan bagi Pengelola Penyimpan Aset Keuangan
Laporan Penyimpanan Aset Keuangan bagi Aset Ditokenisasi
	Nama Penerbit
	PT XXX

	Nama Aset Keuangan Digital
	AKD XXX

	No
	Nama Aset
	Tipe Aset
	Jumlah Aset
	Nilai per Aset (Rp)
	Total Nilai Aset (Rp)
	Tempat Penyimpanan
	Bukti Penyimpanan Aset

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Nilai Aset (Rp) [I]
	
	
	

	Jumlah Aset Ditokenisasi [J]
	
	
	
	

	Harga per Aset Ditokenisasi (Rp) [K]
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk208991985]Total Nilai Aser Ditokenisasi (Rp) [L]
	
	
	

	Selisih [M]
	
	
	

	Keterangan:
· Keterangan lain terkait aset yang disimpan (jika ada)

	



Keterangan kolom:
(A) Diisi dengan nomor angka
(B) Sesuai kolom
(C) Sesuai kolom
(D) Diisi dengan jumlah Aset Keuangan Digital, misalnya total jumlah unit Aset Keuangan Digital yang tercatat pada Distributed Ledger Technology (DLT) – termasuk blockchain – atau teknologi sejenis lainnya
(E) Diisi dengan:
1. Bagi aset yang memiliki harga pasar wajar, nilai aset dalam Rupiah berdasarkan harga pasar wajar pada tanggal pelaporan; atau
2. Bagi aset yang tidak memiliki harga pasar wajar, nilai aset berdasarkan penilaian terakhir oleh KJPP yang terdaftar di OJK.
(F) Diisi dengan: Jumlah Aset (Kolom E) x Nilai per Aset (Kolom F)
(G) Diisi dengan keterangan tempat penyimpanan aset, misalnya Bank, lokasi penyimpanan (vault)
(H) Diisi dengan bukti penyimpanan aset: misalnya nomor rekening atau nomor bukti penyimpanan lainnya.
(I) Diisi dengan penjumlahan kolom total nilai aset
(J) Diisi dengan jumlah Aset Ditokenisasi
(K) Diisi dengan harga Aset Ditokenisasi
(L) Jumlah Aset Ditokenisasi [J] x Harga per Aset Ditokenisasi (Rp) [K]
(M) Total Nilai Aset (Rp) [I] - Total Nilai Aser Ditokenisasi (Rp) [L]




Laporan Penyimpanan Aset Keuangan bagi Aset Ditokenisasi
Laporan Pengelolaan Aset Cadangan
	Nama Penerbit
	PT XXX

	Nama Aset Keuangan Digital
	AKD XXX

	No
	Nama Aset
	Tipe Aset
	Tanggal
Jatuh Tempo
	Sisa Hari hingga Jatuh Tempo
	Jumlah Aset
	Harga Pasar Wajar per Aset (Rp)
	Total Nilai Aset (Rp)
	Tempat Penyimpanan
	Bukti Penyimpanan Aset

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Nilai Aset Cadangan (Rp) [K]
	
	
	

	Jumlah Aset Kripto Terdukung [L]
	
	
	
	

	Harga per Aset Kripto Terdukung (Rp) [M]
	
	
	
	

	Total Nilai Aser Kripto Terdukung [N]
	
	
	

	Selisih [O]
	
	
	

	Keterangan:
· Sumber data harga pasar wajar
· Keterangan lain terkait aset cadangan (jika ada)




Keterangan Kolom:
(A) Diisi dengan nomor
(B) Sesuai kolom
(C) Diisi dengan tipe aset, misalnya: kas; depositor; dan surat berharga negara
(D) Diisi dengan tanggal jatuh tempo aset (jika ada)
(E) Diisi dengan sisa hari jatuh tempo antara tanggal pelaporan bulanan dan tanggal jatuh tempo aset (jika ada)
(F) Sesuai kolom
(G) Diisi dengan harga pasar wajar per aset berdasarkan data pasar
(H) Diisi dengan total nilai aset (dalam rupiah): jumlah aset x harga pasar per aset
(I) Diisi dengan keterangan tempat penyimpanan aset, misalnya Bank, lokasi penyimpanan (vault)
(J) Diisi dengan bukti penyimpanan aset: misalnya nomor rekening atau nomor bukti penyimpanan lainnya.
(K) Diisi dengan penjumlahan kolom Total Nilai Aset
(L) Diisi dengan: total jumlah Aset Kripto Terdukung x harga Aset Kripto Terdukung dalam Rupiah
(M) Diisi dengan: Total Nilai Aset Cadangan - Total Aset Kripto Terdukung












BAGIAN C
 

FORMAT LAPORAN AKTIVITAS SETIAP PENERBIT ASET KRIPTO TIDAK TERDUKUNG

1. Profil Penerbit Aset Kripto Tidak Terdukung
	Nama Perusahaan Penerbit
	

	Alamat Kantor Penerbit
	

	Alamat Website
	

	Nama Direktur Utama
	

	Nomor Handphone Direktur Utama
	

	Nama Contact Person Penerbit
	

	Jabatan Contact Person Penerbit
	

	Nomor Handphone Contact Person Penerbit
	



2. Keterangan Aset Kripto Tidak Terdukung
	Nama
	

	Kode (ticker)
	

	Jaringan Blockchain
	

	Alamat Kontrak Pintar
	

	Jumlah/suplai Aset Kripto Terdukung 
	

	Harga Aset Kripto Terdukung
	

	Total Kapitulasi Pasar
	

	Total Volume Perdagangan Periode Berjalan
	

	Total Nilai Perdagangan
	Diisi dengan total nilai perdagangan (dalam Rupiah) Aset Kripto Terdukung yang terjadi pada periode tahun berjalan

	Laporan Pemusnahan (burn)
	Diisi dengan total jumlah/suplai Aset Kripto Tidak Terdukung yang dilakukan pemusnahan, beserta penjelasannya



3. Perkembangan Proyek Penerbit Aset Kripto Tidak Terdukung

	Penjelasan Singkat Proyek
	Diisi sesuai dengan keterangan proyek dalam dokumen informasi

	Penggunaan Dana Hasil Penawaran
	Diisi dengan keterangan penggunaan dana hasil penawaran Aset Kripto Tidak Terdukung

	Lini Masa Pengembangan Proyek
	Diisi dengan lini masa pengembangan (roadmap) proyek sesuai dengan dokumen informasi

	Perkembangan Proyek
	Diisi dengan pengembangan atas proyek yang dilakukan oleh Penerbit untuk Aset Kripto Terdukung pada tahun berjalan

	Total Pendapatan Proyek
	Diisi dengan total pendapatan kotor atas proyek Aset Kripto Tidak Terdukung yang telah berjalan (jika ada)

	Manfaat
	Diisi dengan keterangan atas manfaat yang didapatkan oleh Konsumen Aset Kripto Tidak Terdukung

	Manfaat yang Dibagikan
	Diisi dengan keterangan manfaat dan nilai dalam rupiah (jika ada) yang didapatkan oleh Konsumen Aset Kripto Tidak Terdukung pada tahun berjalan

	Alokasi dan Periode vesting
	Diisi dengan keterangan alokasi atas suplai Aset Kripto Terdukung selain Penawaran secara publik, dan periode pembagiannya

	Laporan vesting
	Diisi dengan nama pihak dan jumlah Aset Kripto Tidak Terdukung yang dibagikan kepada pihak lain pada tahun berjalan



4. Daftar Pemegang Aset Kripto Tidak Terdukung

	Nama Penerbit
	

	Nama Aset Kripto Tidak Terdukung
	

	No
	Nama Konsumen
	Nomor Identitas
	Alamat Wallet
	Jumlah Aset Kripto Tidak Terdukung
	Total Nilai (Rp)
	% Kepemilikan

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	



Keterangan kolom:
(A) Diisi dengan nomor berupa angka
(B) Sesuai Kolom
(C) Diisi dengan nomor identitas Konsumen (jika ada), antara lain nomor nomor induk kependukukan, nomor paspor, atau nomor identitas lainnya
(D) Diisi dengan alamat wallet tempat menyimpan Aset Kripto Terdukung
(E) Diisi dengan jumlah Aset Kripto Tidak Terdukung yang dimilki Konsumen
(F) Diisi dengan total nilai dalam rupiah Aset Kripto Tidak Terdukung yang dimiliki konsumen, yaitu total jumlah Aset Kripto Tidak Terdukung dikalikan dengan harga per 31 Desember tahun berjalan
(G) Diisi dengan persentase kepemilikan Konsumen, yaitu jumlah Aset Kripto Tidak Terdukung yang dimiliki Konsumen dibagi dengan total jumlah/suplai Aset Kripto Tidak Terdukung
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